SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR g9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, mekanisme tata cara
pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan
bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Bandung;

Undang-Undang Nomor 14 Tdhun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3262) sebagaimana telah. beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib
Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan
Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985
Nomor 5 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 'dengan :

1
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bandung.

Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan
pajak daerah.

Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pendalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.
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Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 'Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perscroan
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya,
lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak
investasi kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual
Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga
dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya
pajak terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya
disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah pajak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Tim Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah Pegawai
Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan
aktivitas pemungutan pajak.

Keputusan adalah penetapan tertulis di bidang
perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan
undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam
bidang perpajakan anatara Wajib Pajak atau
penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
banding atau gugatan kepada pengadilan pajak
berdasarkan peraturan perundangan perpajakan,
termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan
surat paksa.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada
Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau alasan
banding yang diajukan oleh pemohon banding.
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Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada
pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan
yang diajukan penggugat.

Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding
atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi
bantahan atas surat uraian banding atau surat
tanggapan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan PBB dalam peraturan ini
meliputi:
tata cara Pendaftaran Objek PBB Baruy;

tata cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB;
tata cara Penerbitan SPPT PBB;

tata cara Pembayaran PBB;

tata cara Mutasi Objek dan Subjek PBB;

tata cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB;

tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi PBB dan Pengurangan atau
Pembatalan PBB;

h. tata cara Pembetulan PBB;

@™ -0 a0 o

1. tata cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;
tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan
kompensasi PBB;

—.

k. tata cara Pengurangan PBB,;

l. tata cara Penagihan PBB; _
m. tata cara Pengajuan Keberatan PBB,;
n. tata cara Pemberian Informasi PBB;
0. tata cara penghapusan piutang PBB

Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan Pendaftaran Objek
PBB yang belum terdaftar pada administrasi
Pemerintah Daerah.

Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penerbitan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ merupakan proses penerbitan
berdasarkan cetak masal PBB atau berdasarkan
Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan
langsung Wajib Pajak.
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Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan proses pembayaran PBB yang
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online
system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT PBB oleh Wajib Pajak.

Mutasi objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan perubahan atas data
objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli,
waris, hibah, dan lain-lain.

Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses
penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD
yang hilang/belum diterima Wajib Pajak.

Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi
PBB dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT/SKPD
PBB/STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g merupakan proses penerbitan Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi
PBB da Pengurangan atau Pembatalan
SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan
SPPT/SKPD/STPD yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak
dan mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKDP
PBB atau STPD PBB yang tidak benar.

Pembetulan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses

_ penerbitan Keputusan pembetulan .sebagai akibat

(10)

(11)

(12)

penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar
sebagai akibat kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penentuan
kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas
permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan
diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP
atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab
tertentu

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
merupakan proses penyelesaian atas kelebihan
pembayaran PBB kepada Wajib Pajak.

Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k merupakan pemberian
pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib
Pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang.
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Penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 merupakan tata cara penagihan Wajib Pajak
yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran.

Pengajuan Keberatan PBB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf m merupakan tata cara pengajuan
keberatan atas ketetapan PBB akibat kesalahan atas
luas bumi ataupun bangunan ataupun kesalahan
dalam penempatan ZNT yang berpengaruh terhadap
NJOP serta ketetapan pajak yang harus dibayarkan
oleh Wajib Pajak.

Pemberian Informasi PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n merupakan pemberian informasi PBB
atas permohonan Wajib Pajak.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru

Pasal 3

Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek
Pajak atau Wajib Pajak melalui penelitian kantor/
lapangan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati
melalui perangkat daerah;

b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas,
benar dan lengkap;

c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh
dengan cuma-cuma di Pemerintah Kabupaten
Bandung;

d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan
NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;

e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak
dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek
Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan
Surat Kuasa;

f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat
Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek
Pajak atau kuasanya;
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g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

2. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/
Girik/dokumen lain yang sejenis);

3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi
yang memiliki bangunan,;

4. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);

5. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

6. Surat Keterangan Tanah dari Kepala
Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat
setempat.

7. Surat Pernyataan

Ketentuan lebih rinci mengenai Pendaftaran Objek PBB
Baru tercantum dalam lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan dan Penilaian
Objek dan Subjek PBB

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek PBB

Pasal 4

Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya
dalam formulir SPOP.

Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian
SPOP;

b. identifikasi objek dan Subjek Pajak PBB;
c. verifikasi data objek Subjek Pajak PBB,;
pengukuran bidang Objek Pajak.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek PBB
tercantum dalam lampiran [l dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB

Pasal 6

Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah
Daerah baik secara massal maupun secara individual
dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah
ditentukan.

Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) dapat berupa :

a. penilaian massal tanah dengan pendekatan data
pasar;

b. penilaian massal bangunan dengan menyusun
DBKB Objek Pajak standar;

c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun
DBKB Objek Pajak non standar.

Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB
secara massal tercantum dalam lampiran III dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :

a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa
bumi dengan pendekatan data pasar;

b. penilaian individual baik untuk tanah maupun
bangunan dengan pendekatan biaya;

c. penilaian individual wuntuk bangunan dengan
pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB

secara inividual tercantum dalam lampiran IV dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB

Pasal 9

SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan
tugas, khususnya yang terkait dengan
penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan
SPPT PBB dapat dilakukan dengan:

a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan
Pajak di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan
Pajak dibawah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
a. pencetakan massal;
b. atas permohonan perorangan atau Badan Hukum
c. pencetakan dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT PBB;

2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas
keputusan keberatan, pengurangan atau
pembetulan;

3. tindak lanjut Pendaftaran objek PBB baru; dan
4. mutasi objek dan/atau subjek PBB.

Pasal 10

Ketentuan lebih rinci mengenai penerbitan SPPT PBB
tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran PBB
Pasal 11

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya
enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
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Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar,
dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen)
sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 12

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas
Pemungut.

(3)

(4)

Pasal 13

Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dapat dilakukan secara langsung ke
tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana
tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.

Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru
dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.

Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah
melunasi pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak
yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman
uang/transfer.

Pasal 14

Pembayaran melalui petugas pemungﬁt sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

a.

Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB melalui
petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang
menerima setoran pembayaran PBB dari Wajib Pajak
menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati pada hari yang sama,

Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran
PBB yang sah dari Tempat Pembayaran melalui petugas
pemungut.
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Pasal 15

Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran PBB tercantum
dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Mutasi Objek dan Subjeck PBB

Pasal 16

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan mutasi
sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.

(2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek
PBB, meliputi :
a. surat permohonan mutasi;
b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak:

bukti lunas PBB tahun sebelufnnya;

mengisi SPOP dan LSPOP;

fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;

@ ™0 a0

fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/
dokumen lain yang sejenis);

h. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
i.  surat kuasa (apabila dikuasakan).

j-  Surat Pernyataan

(3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan
subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan
penuangan dalam Berita Acara melalui proses
pemutakhiran data Geografis/Bidang.

Pasal 17

Ketentuan lebih rinci mengenai penyelesaian mutasi
sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB tercantum
dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB

Pasal 18

Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain,
Wajib  Pajak  dapat mengajukan  permohonan
penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara
perorangan ataupun secara kolektif ke perangkat
daerah.

Kelengkapan persyaratan pengajuan  penerbitan
SPPT/SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
b. Surat Pengantar dari Desa /Kelurahan;

c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun
berjalan;

d. Kartu tanda identitas KTP/SIM;

e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

Ketentuan lebih  rinci mengenai  Permohonan
Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB tercantum dalam

lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan PBB

Pasal 19

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat :

a.

(1)

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak;

- mengurangkan atau membatalkan dan membetulkan

SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.

Pasal 20

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat
dilakukan terhadap sanksi administrasi yang
tercantum dalam :

a. SKPD PBB;
b. STPD PBB.
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Pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat
dilakukan dalam hal, terdapat ketidakbenaran atas :

a. Luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;

b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
dan/atau

c. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB,
pada SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.

Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat
dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 21

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB
atau STPD PBB; .

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya sanksi
administrasi yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke
perangkat daerah;

d. dilampiri fotocopy SKPD PBB atau STPD PBB yang
dimohonkan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD
PBB, dalam hal yang diajukan permohonan
pengurangan atau penghapusan adalah sanksi
administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB:

f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan,
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau
SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam
hal yang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan adalah sanksi administrasi yang
tercantum dalam STPD PBB;

g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan
sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD
PBB atau STPD PBB;
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h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan
Surat Kuasa Khusus untuk:

a) Wajib Pajak badan; atau

b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak
yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar perhitungan sanksi
administrasi lebih  banyak dari Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan
surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi
dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar
yang menjadi dasar penghitungan sanksi
administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah).

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut
diterima.

Pasal 22

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD
PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD
PBB atau STPD PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya yang
dimohonkan pengurangan disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke
perangkat daerah;

d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
yang dimohonkan pengurangan;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang
terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD
PBB;
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f. Wajib Pajak tidak mengajukan  keberatan,
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang
terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan adalah STPD PBB;

g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan
sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD
PBB atau STPD PBB;

h. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut: .

1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan
Surat Kuasa Khusus untuk :
a) Wajib Pajak badan; atau

b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak
yang masih harus dibayar lebih banyak dari
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat
kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan
pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk
pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dan huruf f.

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau STPD
PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 23

Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD
PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT
dapat juga diajukan secara kolektif.

Permohonan Pembatalan yang diajukan secara
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD
PBB atau STPD PBB;
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b. diajukaan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mencantumkan alasan yang mendukung
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke
Perangkat Daerah

d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
yang dimohonkan pembatalan; dan

€. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai
berikut: '

1. Surat Permohonan harus dilampiri dengan
Surat Kuasa Khusus untuk:

a) Wajib Pajak badan; atau

b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak
yang masih harus dibayar lebih banyak dari
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan
surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi
dengan pajak yang masih harus dibayar paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Permohonan Pembatalan untuk SPPT yang diajukan
secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenubhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun
pajak yang sama dengan pajak yang terutang
untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mengemukakan alasan yang mendukung
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke
Kantor Perangkat Daerah;

d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
dan '

e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Permohonan Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD
PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut
diterima.
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Permohonan Pembatalan SPPT secara kolektif yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada  ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.

Pasal 24

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a dan permohonan pengurangan atau
pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat
diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal  pengiriman  Keputusan Bupati atas
permohonan yang pertama.

Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2) atau Pasal 23 ayat (3).

Dalam hal permohonan kedua yang diajukan
melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.

Pasal 25

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus
memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi
suatu keputusan, permohonan yang diajukan
dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan
keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
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Pasal 26

(1) Keputusan Bupati atas :

a. Permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a; dan

b. Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB atau
STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b;

dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SPPT,
SKPD PBB atau STPD PBB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b, dapat berupa mengabulkan
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati
harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal
yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 27

Ketentuan lebih rinci mengenai Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, dan Pengurangan
atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB,
tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembetulan PBB

Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara Jabatan,
pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat
dilakukan terhadap keputusan atau ketetapan sebagai
berikut :

a. SPPT;

b. SKPD PBB;

c. STPD PBB;

d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB;
e

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi
PBB,;

Surat Keputusan Pembetulan;

)
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Surat Keputusan Keberatan;
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan
Sanksi Administrasi dan Surat Keputusan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Pasal 29

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang
bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan
antara fiskus dan Wajib Pajak, meliputi :

a.

(1)

(2)

(1)

Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor
Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak,
alamat Objek Pajak PBB, nomor Surat Keputusan atau
Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Tahun
Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu
bilangan; dan/atau

Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan PBB, antara lain
kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan
kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 30

Permohonan pembetulan hanya dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), permohonan pembetulan surat
ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara
kolektif.

Pasal 31

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1
(satu) keputusan atau ketetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Pejabat; dan
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d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:

1. Harus dilampiri dengan surat kuasa khusus,
bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok
pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau

2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib
Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai
dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama
dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT
paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung peérmohonannya;

c. diajukan kepada Pejabat; dan

d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 adalah :

a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
pada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 32

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat harus memberitahukan secara tertulis
kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara
kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Desa/Lurah. ;
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Pasal 33

(1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan
pembetulan sebagimana dimaksud dalam Pasal 30
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui, tetapi Pejabat tidak memberi
suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap
dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat
keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menambahkan, mengurangkan atau
menghapuskan jumlah PBB yang terutang atau sanksi
administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan
lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 34

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi
diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
PBB atas surat keputusan atau surat ketetapan
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28  yang
diterbitkannya, Pejabat dimaksud harus menerbitkan surat
keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan
tersebut secara jabatan.

Pasal 35

(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 atau Pasal 34 masih terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalan peraturan perundang-
undangan PBB, Pejabat dapat melakukan pembetulan
lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan
Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2).
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Pasal 36

Ketentuan lebih rinci mengenai Pembetulan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu PBB, tercantum dalam lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pasal 37

(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya / tidak menerima
SPPT PBB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

(2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo
diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai
berikut:

a. SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi
dengan tanggal bukti penerimaan;
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Pasal 38

Ketentuan lebih rinci mengenai penentuan kembali tanggal
jatuh tempo tercantum dalam lampiran XI dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran dan Kompensasi PBB

Pasal 39

(1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang
Wajib  Pajak  dapat mengajukan  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi
PBB.

(2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. STTS asli dan STTS fotocopy;
b. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;

c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
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d. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak.

(3) Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan
permohonan dari Wajib Pajak untuk pajak terhutang
dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :

a. STTS asli dan STTS foto copy;
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

d. Surat Permohonan Kompensasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih rinci mengenai pengembalian kelebihan
pembayaran dan kompensasi PBB sebagaimana tercantum
dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan PBB
Pasal 41

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan /atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya;

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab
tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/dudanya;

2. Objek  Pajak berupa lahan pertanian/
perkebunan/perikanan/peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya
orang pribadi dengan berpenghasilan rendakh;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan sehingga kewajiban PBB nya sulit
dipenuhi;
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4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah, sehingga
kewajiban PBB nya sulit dipenuhi;

S. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi
yang berpenghasilan rendah yang nilai jual
Objek Pajak permeter perseginya meningkat
akibat perubahan lingkungan dan dampak
positip pembangunan.

b. Wajib Pajak badan meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajak nya adalah Wajib
Pajak badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan  likuiditas pada Tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin, dibuktikan dengan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan
publik.

2. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Swasta
dan BUMN

3. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau seraangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah
penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 42

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang
yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB.

PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok
pajak ditambah dengan denda administrasi.

SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan denda administrasi.
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Pasal 43
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat
diberikan:
a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang

terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1;

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2;

PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
angka 3, sebagai berikut :

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB terhutang
untuk pensiunan PNS Golongan I dan II;

2. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang
untuk pensiunan PNS Golongan III dan 1V;

3. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang
untuk pensiunan BUMN/BUMD;

4. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang
untuk pensiunan TNI/POLRI;

PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
angka 4, sebagai berikut :

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB terhutang
untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilannya kurang dari
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

2. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang
untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilannya diatas dari
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

3. permohonan pengajuan dilampiri dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari aparat
setempat;

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB vyang
terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 5;

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang
terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 1;

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang
terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 2;

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang
terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 3;
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PBB yang terhutang dalam Objek Pajak terkena
bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3), sebagai berikut :

1. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang
terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana
alam banjir, kekeringan dan angin topan;

2. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang
terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana
alam gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan
tanah longsor; atau

sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang
terutang dalam hal sebab lain yang luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

Pasal 44

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara :

a. perseorangan untuk PBB yang terutang yang
tercantum dalam SKPD PBB; atau

b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB terutang
yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:

a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :

1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB
yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)

2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3,
angka 4 atau angka 5, dengan PBB yang
terutang paling banyak Rp. 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah); atau

3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB terutang
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)
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Pasal 45

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

>

b.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD
PBB;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya  persentase
Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang
jelas;

diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;

dilampirkan fotokopi SPPT atau SKPD PBB yang
dimohon Pengurangan,;

Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai
berikut :

1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat
Kuasa Khusus, untuk:

a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang
terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah)
2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan surat
kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan

PBB yang terutang paling banyak Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah)

f. Diajukan dalam waktu :

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SPPT;

2. 1 (satu) bulan terhitung secjak tanggal
diterimanya SKPD PBB;

3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya Keputusan Keberatan;

4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
bencana alam; atau

5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa,kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

g. tidak mempunyai tunggakan PBB Tahun Pajak

sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan
Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
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h.tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB
yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal
diajukan  keberatan telah diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a
harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa Objek Pajak
dengan Tahun Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya persentase
Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang
jelas;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas
melalui  pengurus Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi
terkait lainnya,;

d. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak
sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan
Pengurangan.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b
harus memenuhi persyaratan: '

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun
Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya persentase
Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang
jelas;

c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas
melalui:

1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia
(LVRI) setempat atau pengurus Organisasi
terkait untuk pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)
huruf b angka 1; atau

2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (3) huruf b angka 2 dan Objek
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (3) huruf b angka 3;

d. dilampiri  fotokopi SPPT yang dimohonkan
Pengurangan;
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e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SPPT;

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
bencana alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib
Pajak  melalui pengurus LVRI setempat,
pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala
Deasa/Lurah, dapat menunjukan bahwa dalam
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak
sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan
Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g tidak diajukan keberatan atas SPPT yang
dimohonkan Pengurangan.

Pasal 46

Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak
memenuhi:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2); atau

b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan
tersebut diterima, harus memberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan
diajukan secara perseorangan; atau

b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi
lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam
hal permohonan diajukan secara kolektif.
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(4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan Pengurangan kembali sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 47

(1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan
atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang
terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan
dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian,
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(3) Wajib Pajak yang sudah diberikan suatu keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi
mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT
atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 49

(1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas
permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan
Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, suatu keputusan
diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan Pengurangan, harus memberi suatu
keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
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(3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah :

a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan
dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib
Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan
atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan
Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos
dengan bukti pengiriman surat.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum
diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap
dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu
dimaksud berakhir.

(5) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang
diagjukan  permohonan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 43, besarnya
Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling
tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43.

Pasal 50

Ketentuan lebih rinci mengenai pengurangan PBB sccara
perseorangan dan kolektif sebagaimana tercantum dalam
lampiran XIII dan merupakan bagian vyang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan PBB
Pasal 51

(1) STPD PBB, SKPD PBB, SKPDT PBB sebagai dasar
penagihan PBB. '

(2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah untuk penagihan
PBB.

(38) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) berwenang menerbitkan:

a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis;
b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

c. Surat Paksa;
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d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
e. Surat Perintah Penyanderaan;
f. Surat Pencabutan Sita;
g. Pengumuman Lelang;
h.Surat Penentuan Harga Limit;
i. Pembatalan Lelang; dan .
J. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penagihan pajak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 52

Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak.

Pasal 53

Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB tercantum
dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga Belas

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan PBB atas :

a.
B;

(1)

(2)

(1)

SPPT; atau
SKPD PBB.

Pasal 55

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak
bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek
Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan
perundang-undangan PBB.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara :

a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
b. Perseorangan untuk SKPD PBB.

Pasal 56

Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus
memenuhi persyaratan :

a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau
SKPD PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;

d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan
Keberatan;

e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang mendukung pengajuan Keberatannya;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapaat
diipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
dan
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Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak;

1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus,
bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok
pajak lebih besar dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau

2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib
Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai
dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus
memenuhi persyaratan :

a.

b.

0

m ™o o

satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak
yang sama;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;
diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;

Mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan

Diajukan dalam jangka awktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib
Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan
dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :

a.

tanggal terima surat Keberatan, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau
kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam
hal disampaikan melalui pos dengan bukti
pengiriman surat.

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat
(2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :

a.

Fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
Fotokopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
Fotokopi bukti pendukung lainnya.
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Pasal 57

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dala Pasal 56 ayat (1) atau ayat
(2) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan
Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari kepada :

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan
Keberatan secara perseorangan; atau

b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan
Keberatan secara kolektif.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenuhi  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f
dan ayat (2) huruf h.

Pasal 58

Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak
dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai
dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang
terutang kepada kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah harus memberi keterangan
yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak
diterima.

Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala
Perangkat Daerah atas permintaan Wajib Pajak
sebagaimana domaksud pada ayat (2) tidak menunda
jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf f dan ayat (2)
huruf h.

Pasal 59

Pangajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar
PBB terutang dan pelaksanaan penagihannya.
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Pasal 60

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan
keputusan atas pengajuan Keberatan.

(1)

(2)

(4)

S)

Pasal 61

Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di
kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan
dengan penelitian di lapangan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat
serendah-rendahnya setingkat Eselon III, terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis waktu
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh :

a. Bidang yang mengelola pendapatan PBB P2 dalam
hal letak Objek Pajak berada dalam satu Kecamatan
dengan tempat kedudukan Perangkat Daerah;

b. Bidang yang mengelola pendapatan PBB P2 atau
Seksi pada Bidang yang mengelola pendapatan PBB
P2 dalam hal letak Objek Pajak berada tidak dalam
satu Kecamatan dengan tempat kedudukan
Perangkat Daerah dan Keberatan diajukan secara
perseorangan; atau

c. Seksi pada Bidang yang mengelola pendapatan PBB
P2dalam hal letak Objek Pajak berada tidak dalam
satu Kecamatan dengan tempat kedudukan
Perangkat Daerah dan Keberatan diajukan secara
kolektif.

Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh
Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 62

Perangkat Daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama :

a.

10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a
dan huruf b; atau
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b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam
hal penelitian dilaksanakan oleh Seksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b dan huruf c,
disertai laporan hasil penelitian Keberatan.

Pasal 63

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (3), harus memberi suatu
keputusan atas pengajuan keberatan.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,
pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib
Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB, Dinas
menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan
keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo
pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD PBB baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak bias diajukan Keberatan.

Pasal 64

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 65

Ketentuan lebih rinci mengenai pengajuan Keberatan PBB
tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat Belas
Tata Cara Pemberian Informasi PBB

Pasal 66

Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui
fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban
perpajakannya.

Kewajiban  perpajakannya meliputi print lunas
tunggakan dan surat keterangan atas NJOP Bumi dan
Bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
Tata Cara Penghapusan Piutang PBB

Pasal 67

Piutang PBB yang telah berumur diatas 5 (lima) tahun,
dapat diajukan untuk dihapuskan, dengan melihat
pembayaran.

Terhadap Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perangkat daerah menerbitkan daftar nominatif
berdasarkan umur piutang.

Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang
PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat
daerah melakukan verifikasi potensi data piutang PBB.

Hasil verifikasi potensi data piutang PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar Tim Validasi
Persiapan Penghapusan Piutang PBB P2 mengajukan
permohonan penghapusan kepada Bupati.

Tim Validasi Persiapan Penghapusan Piutang PBB P2
diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Terhadap penghapusan Piutang PBB, termasuk
penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi
atas  tunggakan PBB sampai dengan tahun
penghapusan.

SPPT PBB-P2 yang tidak diketahui objek pajaknya dan
double ketetapan, perangkat daerah dapat
membatalkan SPPT dan menghapus piutang atas SPPT
PBB-P2 yang dibatalkan tersebut.
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Pasal 69

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat
dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

b. Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD);

c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus dibayar bertambabh;

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi karena :

a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan;

b. objek Pajak double ketetapan,;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
daluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara
optimal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan;

e. hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati

Pasal 70

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang
pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, wajib dilakukan penelitian
administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh Bidang
yang mengelola pendapatan PBB P2.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Peneliti, Jurusita Pajak dan Kepala Seksi
pada Bidang yang mengelola pendapatan PBB P2yang
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan
piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.



44 \ﬁ?
Bage: 71 i
s T
(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebag‘airﬁ}na
dimaksud dalam Pas » 70 ayat (2), Kepala Bidahg){gg}b~
mengelola pendapgg-PBB P2 menyuswrdaftar usulan
penghapusap? g pajak

(2) Daftgeise penghapusan piutang pajak sebagaimana , |
/dimak'sud pada ayat (1) disampaikan ~Képada. ToAm ng
il “Validasi Persiapan Penghapusan Piutang PBB PZ.

P i ; ' -
(3) Tim Validasi Persiapan Penghapusan Piutang .PBE3 P2

menyampaikan daftar usllan penghapusan pivitang
pajak vang telah dilakukan penelitianm_pn.t%_g«j\pf_s;glkan
penghapusan piutang pajak sebiphiniana dipiaksud
pada ayat (2) kepada Bupati.

- E X
Pasal 72 ey .\;\\: 5
. p ol
Berdasarkan  usulan penéhapusan piutang ok <

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Bupati
meunerbitkan Keputusan -Bupau Inengenai penghapusan
piutang pajak.

Pasal 73

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan
piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,
Kepala Perangkat Daerah melakukan Hapus tagih dan
hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (Bulletin Teknis) yang
berlaku.

Pasal 74 -

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan Piutang
PBB akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. '

BAB IV
SENGKETA

Pasal 75

Hal-hal yang timbul atas permasalahan/sengketa pajak
yang memerlukan penyelesaian di Pengadilan pajak diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB V
FASILITAS

Pasal 76

(1) Kepala  Perangkat Daerah  melakukan fasilitas
pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup mengkoordinasikan, menyampurnakan
lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, super
visi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2012 Nomor 36); dan

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 29); dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2016

BUPATI BANDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2016

EKRETARIS DAERAH
PATEN BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 71
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR  : 69 TAHUN 2016 2
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PBB BARU

Bagian Kesatu

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU
DENGAN PENELITIAN KANTOR

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan penelitian
kantor.

. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20)

. Pihak Terkait :

Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti.

-l U

Pelaksana.
Wajib Pajak.

N oo

- Dokumen/formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan Objek
PBB baru.

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (LSPOP).

3. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB
dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

4. Bukti penerimaan surat.

n

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
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£ Dokumen yang dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
Uraian Penelitian.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

| SV S

I Prosedur Kerja :

Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke
Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku
I dan II sedangkan untuk Buku III, IV dan V permohonan langsung diajukan
ke Perangkat Daerah.

<. Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan Pendaftaran Objek Pajak
baru Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal
berkas permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru Buku 1 dan II belum
lengkap, berkas permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru Buku I dan II
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas
permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru Buku I dan II sudah lengkap,
Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru Buku I dan II dan kemudian
diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah.

<. UPTD Pajak Daerah melakukan penelitian, menandatangani berkas SPOP di
bagian petugas pendata dan membuat uraian penelitian setelah
mendapatkan disposisi dari Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II.

s

UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian
penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Bidang
Pendapatan II.

[#]]

Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1I untuk meneliti dan
menandatangani uraian penelitian dan SPOP/LSPOP.

(8 1)

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II, menelit
dan menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui dan menandatangani uraian
penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il untuk diproses lebih lanjut.

% Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan
pencetakan SPPT.

Pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada Kepala Seks:
Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

w

10. Kepala Seksi Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II
meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

11. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani.

12. Pelaksana menatausahakan SPPT untuk dikirimkan ke UPTD Pajak Daerah

13. UPTD Pajak Daerah menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan tanda terima.

14 Proses selesali.

= Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.
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PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU

DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan penelitian
lapangan.

8. Dasar Hukum :

1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20).

<. Pihak Terkait :

R

SSCU <L

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti.

Pelaksana.

Wajib Pajak.

D. Dokumen/formulir yang digunakan :

1

B0

(@]

Surat Permohonan Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan Objek
baru.

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (LSPOP).

. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB

dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

. Bukti penerimaan surat (BPS).

LembarPengawasanArusDokumen (LPAD).

E. Dokumen yang dihasilkan :
L

Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
Berita Acara Penelitian Lapangan.

Uraian Penelitian.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

F. Prosedur Kerja :

Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke
Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku
I dan II sedangkan Buku III, IV dan V permohonan langsung diajukan ke
Perangkat Daerah.
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dl:

12.

13.

14.

Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan Pendaftaran Objek Pagpk
Baru Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal
berkas permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Buku I dan II
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas
permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Buku I dan II sudah lengkap,
Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Buku I dan II, dan kemudian
diteruskan ke UPTD Pajak Daerah.

UPTD Pajak Daerah melakukan penelitian lapangan, membuat Berita Acara
Penelitian Lapangan, menandatangani berkas SPOP di bagian petugas
pendata dan membuat uraian penelitian setelah mendapatkan disposisi dari
Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian
penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il untuk meneliti dan
menandatangani uraian penelitian dan SPOP/LSPOP.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti
dan menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui dan menandatangani uraian
penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk diproses lebih lanjut.

Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan
pencetakan SPPT.

Pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada Kepala Seks:
Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti
SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il
menatausahakan SPPT Buku I dan II untuk dikirimkan ke UPTD Pajak
Daerah.

UPTD Pajak Daerah menyampaikan SPPT Buku I dan Il kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan tanda terima.

Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

[

| Paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.
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KEPADA
Lampiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Perihal Permohonan Objek Pajak Baru JI. Raya Soreang KM. 17

PBB Tahun Pajak .................. di

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
NPWP

Alamat

Soreang

Bersama dengan hormat mengajukan permohonan sebagai Objek Pajak Baru Pajak Bumi
dan Bangunan

Guna bahan Pertimbangan, kami lampirkan :

1.

2.

QN v

Mengisi dan menandatangani SPOP, dengan jelas, benar,
dan lengkap

Surat Kuasa dalam SPOP diisi dan ditandatangani oleh
Kuasa Wajib Pajak

b.

. Bukti Pendukung
a.

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya

dari Wajib Pajak

Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB

Tahun terakhir

Salah satu surat tanah :

¢ Sertifikat

¢ Surat kapling

e SIPPT (Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)
SK Gubernur

e Akta Jual Beli

¢ Surat Tanah Garapan

¢ Surat Perjanjian Sewa Menyewa

e Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

¢ Dokumen lainnya

. Salah satu surat bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin penggunaan bangunan atau (IPB) SK Gubernur
Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

Dokumen lainnya

Foto copy NPWP (apabila punya NPWP)
Foto copy SSPD BPHTB

Foto copy SSP Final

Foto copy SPPT tetangga

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Diisi Oleh Petugas

Lengkap

Tidak
Lengkap
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No.

Pelaksana

Uraian Prosedur

Kepala Jp Kabid
PerangkaPendapat
t Daerah| an Il

Kepala
Seksi
P4.11

Kepala
UPTD
Pajak

Daerah

JFU

UPTD
Pajak
Daerah

WP

Wajib  Pajak mengajukan
permohonan Pendaftaran
Objek  Pajak  baru ke
Perangkat Daerah melalui
UPTD Pajak Daerah wilayah|
setempat untuk Buku I dan|
I sedangkan untuk Buku
IIl, IV dan V permohonan
langsung diajukan ke
Perangkat Daerah.

Petugas UPTD Pajak Daerah
menerima permohonan|
Pendaftaran Objek Pajak
baru Buku I dan 1II
kemudian meneliti]
kelengkapan persyaratan.

{!

| S

w

UPTD Pajak Daerah akan
memberikan Bukti
Penerimaan  Surat (BPS)
apabila berkas permohonan
sudah lengkap dan akan|
mengembalikan berkaﬁ
apabila tidak lengkap.

UPTD Pajak Daerah

membuat Lembar
Pengawasan Arus Dokumen|
(LPAD) yang akan|

digabungkan dengan berka
permohonan Pendaftaran|
Objek Pajak baru Buku I
dan II dan kemudian
diteruskan ke Kepala UPTD|
Pajak Daerah.

Kepala UPTD Pajak Daerah
melakukan penelitian
lapangan membuat berita
| acara penelitian lapangan,
| menandatangani berkas|
| SPOP dan disampaikan
| kepada Kasi P4.1I

| UPTD Pajak Daerah
membuat uraian penelitian,

| setelah mendapatkan
disposisi dari Kepala Seksi
Pelayanan, Pendaftaran,

Pendataan dan Penetapan II
(P4.11)

UPTD Pajak Daerah
menyampaikan berkas
permohonan beserta uraian
penelitian  kepada Kepala
Perangkat Daerah melalui
Kepala Bidang Pendapatan
II.
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8. | Kepala Bidang Pendapat
I mendisposisi kepad
Kepala Seksi P4. II untu
meneliti dan memar
berkas SPOP dan urai
penelitian

9. | Kepala Bidang Pendapat
II
menyetujui,menandatangani
uraian penelitian d
SPOP/LSPOP kemudi
dikembalikan ke Kasi P4
PBB P2

10. | Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan,
Penetapan 11 mengirimkan,
berkas ke Pelaksana P4.II
___|untuk di proses

'1. | Pelaksana P4.1I melakukan,
pemutakhiran data grafis,
perekaman SPOP dan
encetakan SPPT

12, | Pelaksana menyerahk
SPPT dan berka
permohonan kepada Kepala)
Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan II.

W

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan)|
Penetapan II meneliti SPPT,
selanjutnya meneruskan
kepada Kepala Bidang
Pendapatan II

4. | Kepala Bidang Pendapatan II
meneliti SPPT, selanjutnya
meneruskan kepada Kepala
Perangkat Daerah untuk
ditandatangani.

!S. |Kepala Perangkat Daerahl

atau pejabat yang ditunjuk

Menandatangani SPPT dan|
| dikembalikan ke pelaksan
| untuk di distribusikan

16. | Pelaksana menatausahakan|
| SPPT untuk dikirimkan ke
| UPTD Pajak Daerah

17. |UPTD Pajak Daerah|
| menyampaikan SPPT kepada
| Wajib Pajak dengan|
. menggunakan tanda terima.

18. | Proses Selesai

DADANG M.NASER



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR  : 69 TAHUN 2016 54
TANGGAL  : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Gambaran Umum :

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 20)
C. Pihak Terkait :
Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.
Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
UPTD Pajak Daerah.
Petugas Fungsional Penilaj.
Pelaksana.
Wajib Pajak.

N s~

D. Dokumen Yang Digunakan :
1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek baru.

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (LSPOP).

3. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB dokumen
pendukung lain yvang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

4. Bukti penerimaan surat (BPS).

E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
2. Uraian Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
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F. Prosedur Kerja:

1.

9.

10.

11

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II mengajukan
konsep Surat Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menyusun
konsep Surat Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB dan
menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan,Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan. :

Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan Il meneliti dan
memaraf konsep Surat Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB
kemudian menyerahkan konsep surat tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan
II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memaraf Surat Tahapan Kegiatan
Pendataan Objek dan Subjek PBB , kemudian meneruskan konsep tersebut kepada
Kepala Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menandatangani Surat Tahapan Kegiatan Pendataan
Objek dan Subjek PBB.

Tenaga Fungsional Penilai PBB melakukan Pendataan Objek dan Subjek PBB
dengan melakukan penelitian dan menentukan kelengkapan data pada laporan
hasil pendataan, membuat SPOP dan LSPOP salinan dan mengisi Zona Nilai Tanah
(ZNT), kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaraan,
Pendataan dan Penetapan.

Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
memaraf konsep Laporan Hasil Pendataan Objek dan Subjek PBB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan Il meneliti konsep Laporan Hasil Pendataan Objek dan
Subjek PBB dan meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani laporan.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II melakukan
perekaman data menatausahakan Laporan Hasil Pendataan Objek dan Subjek PBB.

Selesai.

. Jangka Waktu Penyelesaian :

LPa]ing lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.
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Pelaksana
. UPTD Pelaksana
Uraian Prosedur | perangkatlp S0° | Kepala | Pajak | S8 we
Daerah p Seksi Daerah & o
n Il Penilai
1. Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II
menugaskan Pelaksana| |
Seksi Pelayanan, g E} @
Pendaftaran, Pendataan i

dan Penetapan II menyusun
konsep  Surat Tahapan
Kegiatan Pendataan Objek
dan Subjek PBB.

Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan Il menyusun|
konsep Surat Tahapan
Yegiatan Pendataan Objek
dan  Subjek PBB dan
menyerahkan konsep
tersebut kepada Kepala
Seksi
Pelayanan,Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan

W

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, pendataan
dan Penetapan II meneliti
dan memaraf konsep Surat
Tahapan Kegiatan
Pendataan Objek dan
Subjek PBB  kemudian
menyerahkan konsep surat|
tersebut  kepada Kepalal
Bidang Pendapatan II.

{epala Bidang Pendapatan
I meneliti dan memaraf
Surat Tahapan Kegiatan|

Pendataan Objek dan
Subjek PBB , kemudi
meneruskan konse
rersebut kepada Kepal
DPPK

w

Xepala Perangkat Daerah|
menandatangani Surat]
Tahapan Kegiatan
Pendataan Objek dan
Subjek PBB.
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Tenaga Fungsional Penilai
PBB melakukan Pendataan
Objek dan Subjek PBB
dengan melakukan|
penelitian dan
| menentukan kelengkapan
data pada laporan hasil
pendataan, membuat]
SPOP dan LSPOP salinan
dan mengisi Zona Nilai
Tanah (ZNT), kemudian
| menyampaikannya kepada|
| Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaraan, Pendataan
dan Penetapan

. Kepala Seksi Pelayanan,

Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II meneliti
ian memaraf konsep
Laporan Hasil Pendataan
Objek dan Subjek PBB,
kemudian menyampaikan
kepada  Kepala Bidang
Pendapatan II.
|

8.Kepala Bidang Pendapatan

II meneliti konsep Laporan
Hasil Pendataan Objek dan
Subjek PBB dan|
meneruskan kepada Kepalal
DPPK.

9. Kepala Perangkat Daerah

menyetujui dan
menandatangani laporan..

10.Pelaksana Seksi Pelayanan,

Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II
melakukan perekaman data
menatausahakan Laporan
Hasil Pendataan Objek dan
Subjek PBB.

Selesai

" BUPATI.BANDUNG

DADANG M.NASER
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PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SECARA MASSAL

A. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara pelaksanaan penilaian Objek Pajak secara
massal yang dilakukan tenaga fungsional penilai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan.

SEENE

. Dasar Hukum :
1.
2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20)

. Pihak Terkait :
s

Kepala DPPK.

Kepala Bidang Pendapatan 1I.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
Tenaga Fungsional Penilai PBB.

Pelaksana Seksi pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Pelayanan 1.

D. Dokumen/Formulir yang digunakan :

i

o, g e

Surat Tugas Penilaian Massal Objek PBB.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (LSPOP).

Sket Peta/Peta Desa/Kelurahan.
Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
Peta Blok.

E. Dokumen yang dihasilkan :

L.

Laporan Hasil Kajian Penilaian Massal.
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Ls

10.

11.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II mengajukan
konsep Surat Tugas Penilaian Massal Objek PBB.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan II menyusun
konsep Surat Tugas Penilaian Massal Objek PBB dan menyerahkan konsep tersebut
kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti dan
memaraf konsep Surat Tugas Penilaian Massal Objek PBB, kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II Meneliti dan memaraf Surat Tugas Penilaian Massal
Objek PBB , kemudian meneruskan konsep tersebut kepada Kepala DPPK

Kepala DPPK menandatangani Surat Tugas Penilaian Massal Objek PBB.

Tenaga Penilai PBB melakukan penilaian massal dengan melakukan penelitian dan
menentukan kelengkapan data pada laporan penilaian massal, menghitung kembali
nilai tanah berdasarkan analisis nilai tanah, dan menentukan nilai bangunan
berdasarkan DBKB yang telah dilakukan penyesuaian harga material dan upah,
membuat SPOP dan LSPOP salinan dan mengisi Zona Nilai Tanah (ZNT) serta
membuat konsep Laporan Hasil Penilaian massal, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaraan, Pendataan dan Penetapan II.

Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
memaraf konsep Laporan Hasil Penilaian Massal Objek PBB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti konsep Laporan Hasil Penilaian Massal dan
meneruskan kepada Kepala DPPK.

Kepala DPPK menyetujui dan menadatangani laporan.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il melakukan
perekaman data menatausahakan Laporan Hasil Penilaian Massal Objek PBB.

Selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan rangkaian pekerjaan Penilaian Massal
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Bagian Kedua

PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)

A. Gambaran Umum :

O]

1y

Prosedur ini menguraikan tata cara pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB) yang dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan nilai bangunan dengan
menggunakan pendekatan biaya (cost approach method). Pendekatan Biaya adalah
suatu pendekatan penentuan nilai dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai tanggal penilaian,
dikurangi dengan penyusutan (depreciate) yang terjadi pada bangunan.

Dasar Hukum :

1:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerzh
Kabupaten Bandung Nomor 20).

Pihak yang Terkait :

B b=

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Pelayanan II.
Tenaga Fungsional Penilai PBB.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Operator Komputer.

Dokumen yang Digunakan :

Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar

Dokumen yang Dihasilkan :

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

Prosedur Kerja :

{8

Kepala Perangkat Daerah menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala
Bidang Pendapatan II untuk membuat konsep surat tugas untuk mengumpulkan
harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat dalam rangka penyusunan
DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) dalam satuan wilayah Kabupaten
Bandung.

Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk mengumpulkan harga upah,harga bahan
bangunan dan sewa alat dalam rangka penyusunan DBKB (Daftar Biaya Komponen
Bangunan) dalam satuan wilayah Kabupaten Bandung.



10.

11

12;

13,

14.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il memerémtahkan
Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk

menyusun konsep surat tugas penyusunan DBKB yang dilakukan oleh Tenaga
Penilai PBB.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menyusun
konsep surat tugas penyusunan DBKB dan menyerahkan konsep tersebut kepada
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Kepala Seksi Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti
dan memaraf konsep surat tugas penyusunan DBKB, kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Dalam hal Kepala Seksi
Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II tidak menyetujui konsep
Surat Tugas penyusunan DBKB, maka Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II harus memperbaiki konsep surat tugas tersebut.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memaraf surat tugas penyusunan DBKB,
kemudian meneruskan surat tugas tersebut kepada Kepala DPPK untuk disetujui.
Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan II tidak menyetujui konsep Surat Tugas
penyusunan DBKB, maka Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan II harus memperbaiki konsep surat tugas tersebut.

Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani dan menugaskan
Tenaga Penilai PBB untuk melaksanakan penyusunan DBKB.

Pejabat Tenaga Penilai PBB menerima penugasan, mempersiapkan bahan
pelaksanaan dan melaksanakan pengumpulan satuan harga upah, harga bahan
bangunan dan sewa alat yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengolah
dan menganalisanya sebelum dituangkan ke dalam formulir Daftar Upah Pekerja,
Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar dan Non Standar.

Tenaga Fungsional Penilai PBB menyampaikan hasil penugasan berupa konsep
laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat kepada
Kepala Bidang Pendapatan.

Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala
Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk dilakukan
evaluasi dan analisis terhadap konsep laporan penyusunan harga upah, harga
bahan bangunan dan sewa alat.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menugaskan
dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II untuk menyusun konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan
dan Sewa Alat.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menyusun
konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, kemudian
meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I meneliti dan
memaraf konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, kemudian
meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan 1l. Dalam hal Kepala Seksi

Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II tidak menyetujui konsep
Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il harus memperbaiki konsep tersebut.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memaraf, kemudian meneruskan kepada
Kepala Perangkat Daerah. Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat,
kemudian menugaskan dan mendisposisi kepada Operator Komputer untuk
dilakukan perekaman Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat. Dalam hal
Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Laporan Harga Upah, Harga
Bangunan dan Sewa Alat, Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan harus memperbaiki konsep tersebut.



5. Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani dan me%erahka\rt’i .
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II. ¥

16. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1l
melaksanakan perekaman pada basis data dan mengadministrasikan

17. Proses selesai.

. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
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Pelaksana

Uraian Prosedur

Kepala

Perangkat

Daerah

Kabid

T

| Seksi P4

Pendapat S;ll;m 1;
n 1l “paa

Kepala

n I

Tenaga

fungsional

penilai
PBB

JFU

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan 1I ( P4.1I )
membuat konsep Surat
Tugas Penilaian Massal
Objek PBB untuk tenaga
fungsional penilai PBB.

Proses pembuatan  Surat
Tugas Penilaian Massal
Objek PBB dan,
menyerahkan konsep
tersebut kepada Kepal
Seksi P4.11.

Kepala Seksi P4.I meneliti
dan memaraf konsep Sura
Tugas Penilaian Mass
Objek PBB, kemudi
menyerahkan konse:
tersebut kepada Kepal
Bidang Pendapatan II.

| Kepala Bidang Pendapatan|
|II Meneliti dan memaraf
| Surat Tugas  Penilaian
| Massal Objek PBB
| kemudian meneruskan|
|konsep tersebut kepad

| Kepala Perangkat Daerah

| Kepala Perangkat Daerah
f menandatangani Surat
| Tugas Penilaian Massal
| Objek PBB

[+ )

. | Tenaga fungsional Penilai

' PBB melakukan penilaian|
| massal dan menyampaikan,

hasilnya kepada kepala
| seksi P4.11

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan danl
Penetapan II meneliti dan
memaraf konsep Laporan
Hasil  Penilaian Massal
Objek  PBB, kemudian'
menyampaikan kepada
Kepala Bidang Pendapatan
II.




Kepala Bidang Pendapatan
II meneliti konsep Laporan
Hasil Penilaian Massal dan|
meneruskan kepada KepalaT
Perangkat Daerah .

Kepala Perangkat Daerah
menyetujui dan|
menadatangani laporan.

10

Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan II melakukan
perekaman datal
menatausahakan Laporan
Hasil Penilaian Massal
Objek PBB.

ya

11 | Selesai.
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Pelaksana

) : Kepala Tenaga

Uraian Prosedur Kepala b bild Seksi P4 - fungsionall

DPPK | enna;?ataPendapata} B penilai
nll PBB

1. |Kepala Dinas memberik
surat tugas kepada tenag
fungsional  penilai PBB
melalui  kepala Bidan i >
Pendapatan I untu ) |
melaksanakan Penilai

massal objek PBB. J

2. |Kabid Pendapatan I i

mendisposisi surat tuga ‘ o '
kepada Kepala Seksi P4.11.

3. | Kepala Seksi P4.11
memberikan surat tuga
dan memfasililitasi petuga: v
tenaga fungsional penilai
PBB

4. |Proses penilaian massal
objek PBB dan hasilny.
dilaporkan kepada kepal <
Bidang Pendapatan 11
melalui Kasi P4 II.

5. |Kasi P4 II meneliti laporan| tidak
| hasil penilaian objek PBB,
' memberikan  paraf dan
ldisampaika.n kepada Kabid

‘\ Pendapatan II

5 | Kepala Bidang Pendapatan
II meneliti konsep Laporan §
'Hasil Penilaian Massal, PR T N 2 I
' memberikan  paraf dan
meneruskan kepada Kepala
DPPK.

| 2 Kepala DPPK menyetujui
| dan menadatangani
laporan.

10 Pelaksana Seksi Pelayanan, ya 5 [
Pendaftaran, Pendataan | i
dan Penetapan 1I ; | ] ‘
melakukan perekaman data Y ! ! ;li lP"‘l i
menatausahakan Laporan ‘ : = il
Hasil Penilaian  Massal 1
Objek PBB.

i1 Selesai. ‘ f ' y

|
|

. *PADANG/M.NASER
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR © 69 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SECARA INDIVIDUAL

A. Gambaran Umum :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara menentukan kembali (up date) nilai Objek
Pajak hasil penilaian individual yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya. Kaji ulang dilakukan berdasarkan hasil Laporan Penilaian Individual yang
sudah ada.

-. Dasar Hukum :
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerzh
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

C. Pihak yang terkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.

2. Kepala Bidang Pendapatan II.

3. Tenaga Fungsional Penilai PBB.

4

. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

QI

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

D. Formulir yang digunakan :

1. Surat Tugas Kaji Ulang Hasil Penilaian Individual.

2. Formulir Pengumpulan Data Harga Material dan Upah Tahun Pajak Berjalan.
. SPOP dan LSPOP.

4. Formulir Pengumpulan Data Harga Jual Tanah.

w

w

Formulir Analisis Nilai Tanah.

E Dokumen yang dihasilkan :

Laporan Kaji Ulang Hasil Penilaian Individual.

F. Prosedur Kerja :

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il mengajukan
konsep Surat Tugas Penilaian Individual Objek PBB.



2. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II &enyusun
konsep Surat Tugas Penilaian Individual Objek PBB dan menyerahkan konsep
tersebut kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

3. Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti dan
memaraf konsep Surat Tugas Penilaian Individual Objek PBB, kemudian
menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

4. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memaraf Surat Tugas Penilaian
Individual Objek PBB , kemudian meneruskan konsep tersebut kepada Kepala
Perangkat Daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah menandatangani Surat Tugas Penilaian Individual Objek
PBB.

6. Tenaga Fungsional Penilai PBB melakukan penilaian individual dengan melakukan
penelitian dan menentukan kelengkapan data pada laporan penilaian individual,
menghitung kembali nilai tanah berdasarkan analisis nilai tanah, dan menentukan
nilai bangunan berdasarkan DBKB non standar yang telah dilakukan penyesuaian
harga material dan upah, membuat SPOP dan LSPOP salinan dan mengisi Zona
Nilai Tanah (ZNT) serta nilai absolut hasil perhitungan DBKB non standar; dan
membuat konsep Laporan Penilaian Individual, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan.

7. Kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
memaraf konsep Laporan Kaji Ulang Penilaian Individu, kemudian menyampaikan
kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

8. Kepala Bidang Pendapatan 1l meneliti konsep Laporan Penilaian Individual dan
meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menadatangani laporan.

10. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II melakukan
perekaman data menatausahakan Laporan Hasil Penilaian Individual.

11. Selesai

= Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 1 (satu) bulan rangkaian pekerjaan Kaji Ulang Penilaian Individual




H. Bagan Alir Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Secara Individual

68
Pelaksana
Uraian Prosedur Kepala KabidPen Tengga}m KepalgSek r
Perangkat P ngsionalP si Pelaksana WP
Daerah |“®P enilai PBB

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan|
Penetapan II (P41 )
menunjuk pelaksana untuk
membuat konsep Surat
Tugas Penilaian Individual
Objek PBB.

:

Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan II menyusun
konsep Surat Tugas|
| Penilaian Individual Objek
|PBB dan menyerahkan|
konsep tersebu tkepada
Kepala Seksi Pendaftaran
| dan Pendataan.

3

' Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
| Penetapan II meneliti dan
| memaraf konsep  Surat
| Tugas Penilaian Individual
Objek PBB, kemudian
| menyerahkan konsep
tersebut kepada Kepala
| Bidang Pendapatan II.

N

'Kepala Bidang Pendapatan|
II meneliti dan memaraf
| Surat  Tugas Penilaian|
'Individual Objek PBB |,
' kemudian menerusk

| konsep tersebut kepa?ij
Kepala Perangkat Daerah .

w

| Kepala DPPK

menandatangani Surat
' Tugas Penilaian Individual
| Objek PBB

(&)

| Tenaga Fungsional Penilai
| PBB melakukan penilaian|
| individual objek PBB
dengan melakukan)
penelitian dan menentukan
kelengkapan data pada

laporan penilaian individual
objek PBB berdasarkan
surat tugas kepala
Perangkat Daerah |

Kepala Seksi P4.11
menerima laporan penilaian
individual objek PBB dan|
meberi paraf pada konsep
Laporan Penilaian Individu,
kemudian menyampaikan
kepada Kepala Bidang
Pendapatan II. ‘
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KepalaBidangPendapatan II
meneliti konsep Laporan
Penilaian Individual dan
meneruskan kepada Kepala
Perangkat Daerah .

A

Kepala Perangkat Daerah
menyetujui dan|
menadatangani laporan.

Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan|
Penetapan II melakukan,
perekaman data
menatausahakan Laporan
Hasil Penilaian Individual.

Selesai
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NOMOR  : 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENERBITAN SPPT PBB
Bagian Kesatu

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PBB
SECARA MASAL

. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) secara masal.

. DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerzh
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. PihakTerkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

Ll A

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

. Dokumen yang digunakan :

1. Tabel wilayah.

2. Tabel tempat pembayaran.

3.Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah).

4. Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB).

5. Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku.
6. Blangko SPPT.

. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP).



F. Prosedur Kerja : 71

1. Kepala Perangkat Daerah menugaskan Kepala Bidang Pendapatan II untuk
pencetakan masal SPPT PBB.

2. Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk pencetakan masal SPPT PBB.

3. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menugaskan
Pelaksana untuk melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar
Update.

4. Pelaksana melakukan Update data untuk pencetakan masal SPPT :
- Tabel wilayah.
Tabel tempat pembayaran.
- Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah).
- Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB).
- Memasukkan Nilai NJOPTKP yang berlaku.
- Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku (SK. Bupati).

- Memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran.

<l

Pelaksana Seksi Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II
melakukan kalibrasi data.

6. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il melakukan
simulasi pencetakan SPPT.

7. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II melakukan
‘spooling’ data SPPT.

8. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II melakukan
pencetakan SPPT masal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

9. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menugaskan
pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal.

10. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti SPPT
untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada
Kepala Bidang Pendapatan II.

11. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu
dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

12. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPT dan DHKP.
13. Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk distribusikan lebih lanjut

14. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.




Bagian Kedua 72

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PBB
SECARA PERORANGAN

A. Gambaran Umum :

"

hy

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) secara masal.

. DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. PihakTerkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

sl

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

. Dokumen yang digunakan :

1. Tabel wilayah.

2. Tabel tempat pembayaran.

3. Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah).

4. Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB).

5. Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku.
6. Blangko SPPT.

. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP).

Prosedur Kerja :

1. Kepala Perangkat Daerah menugaskan Kepala Bidang Pendapatan II untuk
pencetakan masal SPPT PBB.

2. Kepala Bidang Pendapatan Il menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan Il untuk pencetakan masal SPPT PBB.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menugaskan
Pelaksana untuk melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjad: dasar
Update.

w



10.

11.

12.
13.
14.

Pelaksana melakukan Update data untuk pencetakan masal SPPT : 73
- Tabel wilayah.
Tabel tempat pembayaran.
- Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah).
- Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB).
- Memasukkan Nilai NJOPTKP yang berlaku.
Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku (SK. Bupati).
- Memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pelaksana Seksi Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II
melakukan kalibrasi data.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II melakukan
simulasi pencetakan SPPT.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1l melakukan
‘spooling’ data SPPT.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il melakukan
pencetakan SPPT masal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menugaskan
pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti SPPT
untuk Kklasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu
dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPT dan DHKP.
Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk distribusikan lebih lanjut.
Proses selesai.

G.Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan harus memberikan keputusan.




H. Bagan Alir Penerbitan SPPT PBB P2 74
Pelaksana
Uraian Prosedur Kepala | Kabid | Kepala UPTD
Seksi Pelak ;
Perangkal| Pendapat P4 11 Pajak WP
t Daerah an II ’ . Daerah

Kepala DPPK menugaskan
Kepala BidangPendapatan II
untuk pencetakan masal Surat
Pemberitahuan Pajak Teutang
(SPPT) PBB.

Kepala Bidang Pendapatan II
menugaskan  Kepala  Seksi
Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II
(P4.1I) untuk pencetakan masal
SPPT PBB.

Kepala Seksi P4.II menugaskan,
Pelaksana untuk melakukan
update sesuai dengan dokumen
yang menjadi dasar Update.

Pelaksana melakukan Proses
Update data untuk pencetakan
masal SPPT

"simulasi pencetakan  SPPT,

Pelaksana Seksi P4. 11
melakukan kalibrasi data,

spooling data SPPT dan
pencetakan SPPT masal dan
Daftar Himpunan Kketetapan
Pajak (DHKP) hasilnyal
dilaporkan kepada Kasi P4.II

Kepala Seksi P4.1]
menugaskan pelaksana untuk
melakukan penelitian SPPT
hasil pencetakan masal.

Kepala Seksi P4.II meneliti
SPPT untuk klasifikasi
ketetapan tertentu dan DHKP
selanjutnya meruskan kepadal
Kepala Bidang Pendapatan II. |

Kepala Bidang Pendapatan II
meneliti SPPT untuk klasifikasi

ketetapan tertentu dan DHKP i

serta  meneruskan kepada{|
Kepala Perangkat Daerah . i

e)

Kepala DPPK menandatangani
SPPT dan DHKP selanjutnyj
diserahkan kepada Bidang
[Pendapatan 11 untuk di

distribusikan.
|

T




10.

Kepala Bidang P4.11
menatausahakan SPPT dan
IDHKP untuk di distribusikan ke
UPTD Pajak Daerah

11.

UPTD Pajak Daerah
Mendistribusikan ke  Wajib
Pajak

12.

Wajib Pajak Menerima SPPT

13.

Proses Selesai




G.

Bagian Ketiga 76
PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD).

. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. Pihak Terkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.

2. Kepala Bidang Pendapatan II.

3. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, pendataan dan Penetapan II.
4

. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

. Dokumen yang digunakan :

1. Daftar Nominatif SKP.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menyampaikan
usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala Bidang Pendapatan II

2. Kepala Bidang Pendapatan Il menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk menerbitkan SKPD sesuai Daftar Nominatif

3. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menugaskan
pelaksana untuk merekam daftar nominatif SKPD ke dalam sistem komputer

4. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti SKPD
untuk diteruskan ke Kepala Bidang Pendapatan II.

9]

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SKPD dan meneruskan kepada Kepala
Perangkat Daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah meneliti dan menandatangani SKPD.

7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Eling lama 5 (lima) hari kerja harus memberikan keputusan.




H. Bagan Alir Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB P2

7

Pelak

sana

Uraian Prosedur

Pelaksana

Kepala
Seksi
P4.11

Kabid J
Pendapat
n Il

Kepala
Perangkat
Daerah

UPTD
Pajak
Daerah

WP

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan|
Penetapan 1I (P4.11)
menyampaikan usulan Daftan
Nominatif  penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
kepada Kepala Bidang]
Pendapatan II

Kepala Bidang Pendapatan I
menugaskan Kepala Seksi P4.1]
untuk menerbitkan SKPD sesuai
Daftar Nominatif.

Kepala Seksi P4.]I menugaskan
pelaksana P4.II untuk merekam
daftar rnominatif SKP kedalam
sistem komputer.

PelaksanaP4.Il melaporkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP
kepada kepala Seksi P4.11

Kepala Seksi P4.I meneliti dan|
memaraf SKPD untuk diteruskan
:ke Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan I
meneliti dan memaraf SKPD dan|
meneruskan kepada Kepala|
DPPK.

Kepala Perangkat  Daerah|
meneliti dan menandatangani
SKPDdan diserahkan ke Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan I
menugaskan Kasi P4 II untuk
mendistribusikan SKPD ke UPTD
Pajak Daerah.

UPTD Pajak Daerah|
Mendistribusikan SKPD ke Wajib
Pajak

Proses Selesai..




Bagian Kempat 78

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD).

U SIS

. Dasar Hukum :
2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. Pihak Terkait :
. Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.
Kepala Seksi Penagihan II.
UPTD Pajak Daerah.
Pelaksana Seksi Penagihan II.

. Dokumen yang digunakan :
1.
2.

Daftar Nominatif STPD.
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

. Dokumen yang dihasilkan :
1:

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

. Prosedur Kerja :
1

Kepala Seksi Penagihan Il menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan
STPD kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui usulan dan menugaskan Kepala Seksi
Penagihan I untuk mencetak STPD.

Kepala Seksi Penagihan II menugaskan pelaksana untuk merekam daftar nominatif
STPD ke dalam sistem komputer.

Pelaksana mencetak dan meneliti STPD dan meneruskan Kepala Seksi Penagihan
11.

Kepala Seksi Penagihan II meneliti STPD untuk meneruskan kepada Kepala Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti STPD dan meneruskan kepada Kepala
Perangkat Daerah.



7. Kepala Perangkat Daerah meneliti dan menandatangani STPD. 79
8. Pelaksana menatausahakan STPD dan meneruskan ke UPTD Pajak Daerah
9. UPTD Pajak Daerah menyampaikan kepada Wajib Pajak

10. Proses selesai.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 1 (satu) bulan [




Bagan Alir Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB P2.

11

80
Pelaksana
Kepala
Uraian Prosedur Kepala Kabid Seksi Pelalcsa UPTD
Perangkat| Pendapat| Penagih Pajak WP
Daerah an II an _e Daerah

Kepala Seksi Penagihan II
menyampaikan usulan Daftar
Nominatif penerbitan STPD
kepada Kepala Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan Il
menyetujui usulan dan
menugaskan Kepala Seksi
Penagihan Il untuk mencetak
STPD.

N

Kepala Seksi Penagihan II
menugaskan pelaksana untuk
merekam daftar nominatif
STPD ke dalam  sistem
komputer.

Pelaksana mencetak  dan
meneliti STPD dan
meneruskan  Kepala  Seksi
Penagihan II.

Kepala Seksi Penagihan II
meneliti dan memaraf STPD
untuk meneruskan kepad
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II
meneliti dan memaraf STPD|
dan meneruskan  kepada
Kepala Perangkat Daerah .

!

Kepala Perangkat Daerah
meneliti dan menandatangani
STPD yang selanjutnyal
diserahkan ke  pelaksan
untuk menatausahakan
STPD.

Pelaksana menatausahakan
STPD dan meneruskan ke
UPTD Pajak Daerah untuk
didistribusikan ke Wajib

Pajak.

WajibPajak

|

UPTD Pajak Daerah|
menyampaikan STPD kepadai
|

10

Wajib pajak menerima STPD

|
1 1,1 Proses Selesai.

|

|
|
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG 81

NOMOR : 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PEMBAYARAN PBB

. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh
Wajib Pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk
seperti bank dan/atau kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik.

. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. Pihak Terkait :

1. Wajib Pajak.

2. Petugas Pemungut Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Tempat Pembayaran PBB.
4

. Tempat Pembayaran Elektronik.

. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dokumen yang dihasilkan :
1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
2. Bukti Pembayaran PBB dari Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

. Prosedur Kerja :

1. Pembayaran PBB ke Petugas Pemungut Desa/Kelurahan dan Kecamatan :

a. Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh Wajib
Pajak serta mencocokan data pada SPPT dengan data di DHKP. Setelah itu,
petugas pemungut menyiapkan tanda terima sementara (TTS).

b. Petugas pemungut Desa/Kelurahan Buku I membuat daftar penerimaan harian
PBB atas setiap pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS kepada
Wajib Pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB. Dalam waktu 1 x 24
jam petugas pemungut harus menyetorkan ke Bank Tempat Pembayaran.

c. Berdasarkan daftar penerimaan harian PBB dari tugas pemungut
Desa/Kelurahan dan Kecamatan, tempat pembayaran PBB melakukan verifikasi
atas STTS (tiga lembar) dan menandatanganinya. Kemudian tempat pembayaran
PBB memberikan lembar pertama STTS kepada Wajib Pajak.



d. Wajib Pajak menerima STTS lembar pertama dari tempat pembayagan PBB

kemudian menukarkan TTS yang dipegangnya ke petugas pemungut
Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Petugas pemungut akan menyimpan TTS ini ke
dalam arsip.

. Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan realisasi penerimaan PBB yang

telah diterima dari petugas pemungut melalui daftar penerimaan harian PBB.

Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah diterima untuk disetorkan
ke kas daerah. STTS lembar kedua akan diserahkan kepada DPPK, ketiga akan
diserahkan ke UPTD Pajak Daerah dan lembar ke empat disimpan ke dalam arsip
bank ditempat pembayaran PBB.

2. Pembayaran PBB ke Tempat Pembayaran yang ditunjuk

a.

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang
diserahkan oleh Wajib Pajak, mencocokan data Wajib Pajak., kemudian
menandatangani STTS (empat lembar).lembar pertama STTS diserahkan kepada
Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

. Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima di

daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.

. Tempat Pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank.

STTS lembar kedua akan diserahkan kepada DPPK, lembar ketiga akan
diserahkan ke UPTD Pajak Daerah dan lembar keempat disimpan ke dalam arsip
di tempat pembayaran PBB.

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran PBB pada buku penerimaan
dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada Kas Daerah
dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

3. Pembayaran PBB ke Pembayaran Elektronik

a.

Wajib Pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas pembavaran
yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon
seluler dan/ atau internet, kepada TPE.

TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian
mengembalikan bukti bayar tersebut ke Wajib Pajak. Kwmudian, Wajib Pajak
memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB ntuk memperoleh STTS.

Tempat pembayaran yang di tunjuk melakukan verifikasi atas SPPT vang
diserahkan oleh Wajib Pajak dan kemudian menandatangani STTS (empat
lembar). Lembar pertama STTS diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai bukti
pembayaran PBB.

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik d:
daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.

Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank.
STTS lembar kedua akan diserahkan kepada DPPK ,(lembar ke tiga akan
diserahkan kepada UPTD Pajak Daerah dan lembar ke empat disimpan ke dalam
arsip STTS di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank,
tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua
lembar.

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan
penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara
penerimaan dan menyimpan lembar keduanya didalam arsip.
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G. Bagan Alir Pembayaran PBB ke Petugas Pemungut Desa/Kelurahan dan Kecamgtan .

Pelaksana
Petugas Tempat
Uraian Prosedur mesd Pembayara Perangkat
WP Kelurahan n PBB Kas Daerahl et
atau
Kecamatan

1. |Petugas pemungut melakukan
verifikasi  atas SPPT  yang
diserahkan oleh Wajib Pajak serta|
mencocokan data pada SPPT|
dengan data di DHKP.

2. | Petugas pemungut
Desa/Kelurahan mencatat]
pembayaran dalam Daftar

Penerimaan Harian ( DPH ) PBB
atas setiap pembayaran PBB darij
Wajib Pajak dan menyerahkan
Tanda Terima Sementara (TTS)
kepada Wajib Pajak sebagai bukti
sementara atas pembayaran PBB.

3. |Dalam waktu 1 x 24 jam petuga
pemungut harus menyetorkan ke
Tempat Pembayaran yang
ditunjuk

4. | Petugas tempat pembayaran yang
ditunjuk menerima pembayaran
PBB dan memindahbukukan|
pembayaran PBB ke rekening Kafi

Daerah serta menandatangani
bukti pembayaran atau STTS

5. |STTS diberikan kepada petugas
pemungut Desa kelurahan dan|
data pembayaran dikirim ke
DPPK

6. | Petugas pemungut Desa/
Kelurahan Buku [ menerim ‘
surat tanda terima setor ( STTS ) ‘
dari bank yang ditunjuk

T Petugas pemungut Desa/
Kelurahan memberikan lembarn . i Il

pertama STTS kepada Wajib
Pajak ditukar dengan TTS

8. |Petugas pemungut Desa/
Kelurahan dan Kecamatan| e s
menyimpan TTS ini ke dalam ]

arsip.

9. Proses Selesai [ v




Bagan Alir Pembayaran PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk
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Pelaksana
Tempat
Tempat
No Uraian Prosedur Pembayar PRmbEy Perangkat UP.TD
an PBB e Daerah PRyl e
Elektronik Daerah
1. |Tempat pembayaran yang
ditunjuk melakukan verifikasi

atas SPPT yang diserahkan oleh|

Wajib Pajak .

Wajib Pajak, mencocokan datal

o

Surat bukti pembayaran di
tandatangan oleh petugas tempat
pembayaran yang di tunjuk

| sebanyak dua lembar.

W

Wajib Pajak menerima suraf
| bukti pembayaran PBB lembar
'lpertama

| Tempat pembayaran PBB
| melakukan pencatatan PBB yang
| telah diterima di daftar realisasi

serta buku penerimaan dan
| penyetoran PBB.

u

| Tempat Pembayaran PBB
imemindah bukukan pembayaran
| PBB yang telah dibayarkan ke
kas Daerah .

| Tempat pembayaran PBB
| menyerahkan surat bukti
| pembayaran lembar ke dua ke

| Perangkat Daerah

Proses selesai




Bagan Alir Pembayaran PBB di tempat pembayaran elektronik
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No

Pelaksana

Uraian Prosedur

WP

Tempat
Pembayaran
Elektronik

Tempat
Pembayara|Perangkat| Bank yang
n PBB Daerah | ditunjuk

Wajib Pajak mengisi data SPPT|
di Tempat Pembayaran,
Elektronik (TPE) laly|
menyerahkan bukti ata
pembayaran yang telah
dilakukannya  baik  melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
telepon  seluler dan/ atau
internet, kepada TPE.

Yy

TPE membuat daftarn
pembayaran PBB berdasarkan
bukti bayar kemudian
mengembalikan  bukti  bayar
tersebut ke Wajib Pajak.

Wajib Pajak memberikan bukti
bayar ke tempat pembayaran
PBB ntuk memperoleh STTS

Tempat pembayaran yang di
tunjuk melakukan verifikasi ata
SPPT yang diserahkan oleh Waji
Pajak

Tempat pembayaran PB
melakukan pencatatan PBB yan
telah diterima baik di daft
realisasi serta buku penerima

dan penyetoran PBB.

(dua lembar). Lembar pertam
STTS diserahkan kepada Waji
Pajak sebagai bukti pembayaran
PBB

Petugas menandatangani S’T’I‘%

Petugas Tempat pembayaran
PBB memindah bukukan PBB
yang telah dibayarkan ke
Rekening Kas Daerah dan
menyerahkan STTS lembar
kedua ke Perangkat Daerah

Proses Selesai

“BUPAT] BANDUNG
o SNy

.l‘

S y i

\ . “DADANG/M.NASER
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PROSEDUR MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB

Bagian Kesatu
PROSEDUR MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB DENGAN PENELITIAN KANTOR

A. Gambaran Umum :

)

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan
objek dan subjek PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelitian kantor.

. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. Pihak Terkait :

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti.

Pelaksana.

Wajib Pajak.

Ao or o B g

. Dokumen/formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan Objek Pajak.

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (LSPOP).

3. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

H

Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Bukti penerimaan surat.

N oo oo

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Dokumen yang dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Urailan Penelitian.

£ L

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).



F. Prosedur Kerja :

1.

10.

11.

12.
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Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek
dan subjek PBB ke DPPK melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk
Buku I dan II sedangkan Buku III, IV dan V permohonan langsung diajukan ke
DPPK.

Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan mutasi/
pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku I dan II kemudian meneliti
kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan

mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek
PBB Buku I dan Il dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan objek dan subjek PBB
Buku I dan Il sudah lengkap, Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku | dan
I1, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah.

UPTD Pajak Daerah melakukan penelitian, menandatangani berkas SPOP di bagian
petugas pendata dan membuat uraian penelitian setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Seksi Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il

UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian
kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti dan menandatangani
uraian penelitian dan SPOP/LSPOP.

Kepala Seksi Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui dan menandatangani uraian penelitian,
kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan Il untuk diproses lebih lanjut.

Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan pencetakan
SPPT. ‘

Pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada Kepala Seksi
Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti SPPT.
selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan Xepada
Kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani.

Pelaksana Seksi Pelayanan. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
menatausahakan SPPT Buku I dan II untuk dikirimkan ke Pos Pelayanan PBB

13. UPTD Pajak Daerah menyampaikan SPPT Buku I dan Il kepada Wajib Pajak dengan

menggunakan tanda terima.

Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.
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Lengkap Tidak Lengkap
KEPADA
|Zampiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Perihal :  Permohonan Mutasi Objek/Subjek Jl. Raya Soreang KM. 17
PBB *)
Tahun Pajak ............c..... di

Soreang

Sehubungan dengan terjadinya : Jual Beli/Hibah/Waris*) Kami mohon untuk diadakan perubahan data
Dosek/Subjek PBB :
Mzma Wajib Pajak
NPWP
Alzmat
Letak Objek Pajak
Nomor SPPT
menjadi
. Nama Walib PAJAl £ e o msesvss e s i asmssue s i essssas ss s imsssisns sosnits vonnuonsss
NPWP -
Alamat T e T A T R S B K R R e
2 Nama Wajib Pajak : .....
NPWP ¥ e
Alamat

Diisi Oleh Petugas

‘ntuk proses lebih lanjut bersama ini kami lampirkan : Lengkap Tidak
Lengkap

1 Mengisi dan menandatangani SPOP, dengan jelas, benar,
dan lengkap
2 Surat Kuasa dalam SPOP diisi dan ditandatangani oleh
Kuasa Wajib Pajak
Bukti Pendukung
a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya
dari Wajib Pajak
b. Fotokopi SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun
terakhir
c. Salah satu surat tanah :
e Sertifikat
e Surat kapling
e SIPPT (Surat Izin peruntukan penggunaan tanah)
SK Gubernur
e Akta Jual Beli
¢ Surat Tanah Garapan
e Surat Perjanjian Sewa Menyewa |
e Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah
e Dokumen lainnya
Salah satu surat bangunan
e Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
¢ Izin penggunaan bangunan atau (IPB) SK Gubernur
¢ Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah
 Dokumen lainnya
5. Fotokopi NPWP (apabila punya NPWP)

(]

4

Demikian atas Perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

*) Coret yang tidak Perlu
Ket. Bila tidak mencukupi dapat dugunakan kertas lain
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]
|
Uraian Prosedur E
|

|

UPTD
Pajak
Daerah

JFU ! JFU
Pajak | Seksi
Daerah E P4.11

Pelaksana ﬁ
|

she | Kabid | Kepala %
P(Zl Isll Penda |Perangka
’ patan II {t Daerah

Wajib Pajak mengajukan
permohonan

mutasi/pemecahan/pengga
. bungan objek dan subjek

| PBB ke Perangkat Daerah §

| melalui UPTD Pajak Daer:

| wilayah setempat untu
iBuku I dan II sedangk
|Buku III, IV dan

| permohonan langsuné
| diajukan ke  Perangkat
| Daerah .

| Petugas UPTD
| Daerah menerima]
| permohonan mutasi/
pemecahan/penggabungan
objek dan subjek PBB
Buku I dan II kemudian
meneliti kelengkapan
persyaratan.

Pajak]

[o%}

Petugas UPTD Pajak
i Daerah akan mencetak
{ Bukti Penerimaan Surat
| (BPS) dan Lembar
Pengawasan Aru
Dokumen  (LPAD). BP%
akan diserahkan kepad
Wajib Pajak sedangkan
LPAD akan digabungkan

dengan berkas x
permohonan. i
!
< |UPTD  Pajak  Daerah !
melakukan penelitian, ; !
menandatangani berkas 3
SPOP di bagian petugas
pendata dan membuat Y i &
| uraian penelitian setelah w ‘ :

| mendapatkan disposisi dari
Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan Il

UPTD Pajak Daerah

| menyampaikan berka

| permohonan beserta urai

| penelitian kepada Kepalg]
DPPK melalui Kepala

! Bidang Pendapatan II. [

| Kepala Bidang Pendapatan

| Il mendisposisi kepadal
| Kepala Seksi Pelayanan),
| Pendaftaran, Pendataan|

| dan Penetapan 1l untuk

{ meneliti dan|
| menandatangani uraian|
| penelitian dan|

i SPOP/LSPOP. i




Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II meneliti
dan menandatangani
berkas SPOP dan uraian
penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan
I menyetujui dan|
menandatangani uraian)
penelitian, kemudian
mengembalikan kepada
Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II untuk
diproses lebih lanjut.

Pelaksana melakukan|
pemutakhiran data grafis,
perekaman SPOP  dan
pencetakan SPPT.

Pelaksana menyerahkan|
SEPT. dan berka:
permohonan kepad
Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II meneliti
SPPT; selanjutny
meneruskan kepada Kepal
Bidang Pendapatan II.

o

Kepala Bidang Pendapatan
II meneliti SPPT,
selanjutnya . meneruskan
kepada Kepala Perangkat
Daerah untuk
ditandatangani.

TUPTD  Pajak  Daerah

| Pendaftaran, Pendataan

Pelaksana Seksi Pelayanan.,

dan Penetapan 11
menatausahakan SPPT
Buku [ dan II untuk
dikirimkan ke Po
Pelayanan PBB.

i dengan menggunakan)

menyampaikan SPPT Buku
I dan I kepada Wajib Pajak

tanda terima.

Proses selesai.
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Pelaksana '
) JFU | Kepala Kepala ., | Kepala |
Uraian Prosedur uptD | UPTD | JFY | seksi |59 lperangic
WP p . Seksi Pendapa
Pajak | Pajak P4 11 P4.11 tan 11 at
Daerah | Daerah ' an Daerah

[

Wajib Pajak mengajukan|
permohonan

mutasi/pemecahan/pengga
bungan objek dan subjek

PBB ke Perangkat Daerah| s

melalui UPTD Pajak Daerah
wilayah setempat untuk
Buku I dan Il sedangkan
Buku III, IV dan V
permohonan langsung
diajukan ke Perangkat!
Daerah .

o

Petugas UPTD Pajakitidalf

Daerah menerimal
permohonan mutasi/
pemecahan/penggabungan
objek dan subjek PBB Buku
I dan II kemudian meneliti
kelengkapan persyaratan.

Petugas UPTD Pajak
Daerah akan mencetak
Bukti Penerimaan Surat
(BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen|
(LPAD). BPS akan|
diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD
akan digabungkan dengan|
berkas permohonan untuk
disampaikan kepada kepal
UPTD Pajak Daerah

Kepala UPTD Pajak Daerah}
melakukan penelitian dan
menandatangani berka:
permohonan  untuk  di
disampaikan kepada kepala
Perangkat Daerah melalui
Kepala Bidang Pendapatan
IL. l

[

v

Kepala Bidang Pendapatan
Il mendisposisi surat,
permohonan kepada Kepala
Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II ( P4.1I )
untuk meneliti dan|
menerbitkan SPOP/LSPOP. |

|

i

dan memberikan par
pada berkas SPOP/LSOP
untuk ditandatangani
Kepala Bidang Pendapatan
II.

Kepala Seksi P4. 11 menen%]%

|




Kepala Bidang Pendapatan
I menyetujui dan
menandatangani uraian|
penelitian, kemudian|
mengembalikan kepadal
Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II untuk
diproses.

Pelaksana melakukan
pemutakhiran data grafis,
perekaman SPOP dan|
pencetakan SPPT.

A

Pelaksana menyerahkan|
SPPT dan berka
permohonan kepada Kepal
Seksi P4.11.

14

Kepala Seksi P4. II meneliti
SPPT, selanjutnyal
meneruskan kepada Kepalal
Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan
11 meneliti SPPT,
selanjutnya meneruskan
kepada Kepala DPPK untuk|
ditandatangani.

Pelaksana Seksi P4. I
menatausahakan SPPT
Buku I dan II untuk
dikirimkan ke UPTD Pajak
Daerah

13.

UPTD Pajak Daerah
menyampaikan SPPT Buku
I dan 11 kepada Wajib Pajak

dengan menggunakan| gl

tanda terima.

.| Proses selesai
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PROSEDUR MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB
DENGAN PENELITIAN LAPANGAN
Gambaran Umum :
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan
Objek Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelitian lapangan.
Dasar Hukum :
'. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeran
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daeran
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupazen
Bandung Nomor 20).

?:hak Terkait :

.. Kepala Perangkat Daerah.

. Kepala Bidang Pendapatan II.

 Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1.

2 Kepala UPTD Pajak Daerah.

2. Petugas Peneliti.

<. Pelaksana.
~. Wajib Pajak.

Dokumen/formulir yang digunakan :
" Surat Permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan Objek Pajak.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuar.
Pajak (LSPOP).

Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB dexumsn
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

N

Bukti penerimaan surat.

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

~ -kumen yang dihasilkan :
Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- LembarPengawasanArusDokumen (LPAD).

Uraian Penelitian.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

=rasedur Kerja :

Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi/ pemecahan/penggabungan cx
dan subjek PBB ke DPPK melalui UPTD Pajak Dacrah wilayah setempat uiitus
Buku I dan II sedangkan Buku lII, IV dan V permohonan langsung diajukan &«
DPPK.
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' Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menel::

94

Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan mutasi/
pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku I dan II kemudian meneliti
kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan

mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek
PBB Buku I dan 1l dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan objek dan subjek PBB
Buku I dan II sudah lengkap, Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukt
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek dan subjek PBB Buku I can
11, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah.

n

UPTD Pajak Daerah melakukan penelitian lapangan, membuat Berita Acar
Penelitian Lapangan, menandatanganiberkas SPOP di bagian petugas pendata can
membuat uraian penelitian setelah mendapatkan disposisi dari Sex
Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

w

UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penel.ian
kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan II

Kepala Bidang Pendapatan II  mendisposisi kepada  Kepala  Szzs:
Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk menel:in: 2z
menandatangani uraian penelitian dan SPOP/LSPOP.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II mene.:® =z
menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan 1l menyetujuidan menandatangani uraian penz.
kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Per.
dan Penetapan II untuk diproses lebih lanjut.

Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan percs-z-zx
SPPT.

Pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada Kepa.z =::s:
Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

)

U
3
1

selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti SPPT, selanjutnya meneruskar ==-:z::=
Kepala DPPK untuk ditandatangani.

Pelaksana Seksi Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Periciasen
menatausahakan SPPT Buku I dan Il untuk dikirimkan ke UPTD Pajak Dacrz=

UPTD Pajak Daerah menyampaikan SPPT Buku I dan Il kepada Wajib Pajax z-=zz=
menggunakan tanda terima.

. Proses selesai.

gka Waktu Penyelesaian :

- 2K

Zzling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.
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Pelaksana

Uraian Prosedur UPTD JFU JFU Kevala Kabid | Kepala
WP Pajak Pajak Seksi S(-S(si Penda [Perangkal
Daerah | Daerah | P4.1I P4 | Patan II |t Daerah

.. | Wajib Pajak mengajukan
permohonan mutasi/
pemecahan/penggabungan
| objek dan subjek PBB ke
Perangkat Daerah melalui i
UPTD Pajak Daerah|
wilayah setempat untuk
Buku I dan II sedangkan|
Buku 1III, IV dan VI

permohonan langsung
diajukan ke Perangkat
Daerah .

Z  Petugas UPTD Pajal
Daerah menerimal

permohonan  mutasi / {
pemecahan/penggabungan F——
objek dan subjek PBB ,
Buku I dan II kemudian, [
meneliti kelengkapan,
persyaratan.

_  Petugas UPTD Pajak
Daerah akan mencetak
Bukti Penerimaan Surat]

[BPS) dan Lemban
Pengawasan Aru§| W

Dokumen (LPAD). BP
akan diserahkan kepad
Wajib Pajak sedangkan
LPAD akan digabungkan

dengan berkas|
permohonan.

UPTD Pajak Daerah
melakukan penelitian|

.apangan, menandatangani
perkas SPOP di bagian

Detugas pendata dan! 4
membuat uraian penelitian, S

setelah mendapatkan
disposisi dari Kepala Seksi, i z
elayanan. Pendaftaran, ! ; }
Pendataan dan Penetapan| :

- UPTD Pajak Daerah
menyampaikan berkas!
oermohonan beserta uraian

i y
oenelitian lapangan kepada i w
~epala Perangkat Daerah i -
melalui  Kepala Bidang ‘
Sendapatan II. ‘

= XAepala Bidang Pendapatan
2 mendisposisi  kepada | ‘
~epala Seksi Pelayanan,

2endaftaran, Pendataan 1 ‘ i

Zan Penetapan II untuk ! |

meneliti dani 1

menandatangani uraian, | ;

oenelitian dan ! ‘
|

SPOP/LSPOP. P |




| Kepala Seksi Pelayanan.
| Pendaftaran, Pendataan
| dan Penetapan II meneliti
' dan menandatangani
| berkas SPOP dan uraian
penelitian.

Kepala Bidang Pendapatan

{11 menyetujui dan
| menandatangani uraian
penelitian, kemudian|

mengembalikan kepada
' Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan II untuk
diproses lebih lanjut.

Pelaksana melakukan,
pemutakhiran data grafis,
perekaman SPOP dan|
pencetakan SPPT.

Pelaksana menyerahkan|

SPPT dan berka
permohonan kepad
Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|

dan Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan.

Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II meneliti
SPPI,; selanjutnyal

meneruskan kepada Kepalal
Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan
11 meneliti SPPT,
selanjutnya  meneruskan|
kepada Kepala Perangkat

V) C—

Daerah untuk
ditandatangani.

Pelaksana Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan|
dan Penetapan I
menatausahakan SPPT
Buku I dan II untuk
dikirimkan ke Pos|

Pelayanan PBB.

UPTD Pajak Daerahl
menyampaikan SPPT Buku
[ dan II kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan
tanda terima. !

Proses selesai.
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Pelaksana

Uraian Prosedur

WP

JFU
UPTD
Pajak

Daerah

Kepala
UPTD
Pajak

Daerah

JFU
Seksi
P4.11

I Kepala
Seksi

P4.11

Kabid
Pendapa
tan II

Kepala
Perangk
at
Daerah

Wajib Pajak mengajukan
permohonan mutasi
/pemecahan/penggabung
an objek dan subjek PBB

ke Perangkat Daerah @i

melalui  UPTD Pajak
Daerah wilayah setempat
untuk Buku [ dan II
sedangkan Buku I, 1V
dan \Y permohonan|
langsung diajukan ke
DPPK.

Petugas UPTD  Pajak
Daerah menerimal
permohonan mutasi/
pemecahan/penggabunga
n objek dan subjek PBB
Buku I dan II kemudian|
meneliti kelengkapan
persyaratan.

tidgk

Petugas UPTD  Pajak
Daerah akan mencetak
Bukti Penerimaan Surat]
(BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus|
Dokumen (LPAD). BPS
akan diserahkan kepadal
Wajib Pajak sedangkan|
LPAD akan digabungkan|
dengan berkaj
permohonan untu
disampaikan kepada
kepala UPTD Pajaki
Daerah

va

Kepala UPTD Pajak
Daerah melakukan
penelitian lapangan dan
menandatangani  berkas
permohonan untuk di
disampaikan kepadal
kepala Perangkat Daerah
melalui Kepala Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang
Pendapatan it
mendisposisi surat|
permohonan kepadal
Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan!
dan Penetapan II ( P4.1I )‘i
untuk meneliti dan|
menerbitkan
SPOP/LSPOP.
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Kepala Seksi P4. Il
meneliti dan memberikan,
paraf pada berka
SPOP/LSOP untu
ditandatangani Kepal
Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang
Pendapatan II menyetujui
dan menandatangani
uraian penelitian
lapangan, kemudian
mengembalikan kepada(
| Kepala Seksi Pelayanan.
Pendaftaran, Pendataan
| dan Penetapan II untuk
diproses.

Pelaksana melakukan
pemutakhiran data grafis,
perekaman SPOP dan
pencetakan SPPT.

Pelaksana menyerahkan
SPPT dan berkas
permohonan kepad
Kepala Seksi P4.11.

Kepala Seksi P4. 1l
meneliti SPPT)
selanjutnya meneruskan|
xepada Kepala Bidang
Pendapatan II.

Kepala Bidang
Pendapatan I meneliti
SPPT, selanjutnya
meneruskan kepadal

~epala Perangkat Daerah1
=ntuk ditandatangani.

Selaksana Seksi P4, I
~enatausahakan SPPT
Suku I dan II untuk
Z:kirimkan ke UPTD
~ajak Daerah

_PTD Pajak Daerah
—envampaikan SPPT|
=2ku I dan II kepada
ajib Pajak dengan
~.enggunakan tandai

wnma.

“—-ses selesai
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PROSEDUR PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD PBB

Zambaran Umum :

o>-osedur ini menguraikan tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB ketika aca
-engajuan permohonan salinan SPPT/SKPD PBB dikarenakan SPPT PBB belum
Z:rerima Wajib Pajak setelah cetak missal dilaksanakan dan didistribusikan kepaca

s=dangkan dalam Himpunan Ketetapan Pajak terdaftar dan tercetak.

“asar Hukum :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacra™
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana “=.z:
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Dacran
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabuca:izx
Bandung Nomor 20).

o

‘L)

~nak Terkait :
Kepala Perangkat Daerah.
_ Kepala Bidang Pendapatan II.
Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
<~ UPTD Pajak Daerah.
Pelaksana.
- Wajib Pajak.

(]}

“oxkumen/formulir yang digunakan :
Surat Permohonan Salinan SPPT/SKPD PBB.
_ Dokumen Pendukung (fotocopy identitas).

Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.

Bukti penerimaan surat.

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

~ -xumen yang dihasilkan :
Bukti Penerimaan Surat (BPS).
_ Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
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1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB
ke DPPK melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan Il
sedangkan Buku 1II, IV dan V permohonan langsung diajukan ke Perangkat
Daerah.

2. Pelaksana UPTD Pajak Daerah menerima permohonan penentuan kembali tanggal
jatuh tempo PBB Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam
hal berkas permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB Buku I dan Il
belum lengkap, berkas permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB
Buku | dan 11 dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB Buku I dan II
sudah lengkap, Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan
Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkar.
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo PBB Buku 1 dan II, dan
kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah.

3. Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan membuat konsez
uraian penelitian serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

4. Kepala Bidang Pendapatan 1 menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftarar.
Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti berkas permohonan.

5. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti berkas
permohonan dan menerbitkan SPPT PBB yang telah dirubah tanggal jatuh :e
untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

S_)\

Kepala Bidang Pendapatan Il meneliti serta menandatangani uraian penelitian 2z
meneruskan SPPT PBB yang telah dirubah tanggal jatuh tempo untuk diterus=zs
kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani SPPT PBB vang -=.an
dirubah tanggal jatuh tempo.

2. Pelaksana menatausahakan dan mengirim SPPT PBB Buku I dan Il yang i=ia®
dirubah tanggal jatuh tempo ke UPTD Pajak Daerah untuk disampaikan ke "2z 1%
Pajak.

<. UPTD Pajak Daerah menyampaikan SPPT PBB Buku I dan I kepada Wajib Pz:z=

0. Proses selesai.

“zngka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan keputusan.
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KEPADA
—zmpiran Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Perih . Permohonan Salinan J1. Raya Soreang KM. 17
SPPT/SKPD PBB di
Tahun Pajalk e Soreang

*zng bertandatangan dibawah ini :
Nzma T
ATSFAEE B s s e R A 8 A SN S S e S A O PSS 58
==-sama ini mengajukan permohonan salinan SPPT/SKPD PBB Tahun .....................
18 NATRBE: b s s o e S s e i A R S S R N e S e
R 2TNAT it e e e e s S R S T R VA e A K S Sl e e
NOPT e e s N R R S o O S e S S S e RS
e 0] o) [ I D e
LA RW e s e S R T S A S R Y B R S R e

DD 142 o /A B 11T R O
ROCAMALAN fssessesempsmassswssmsse s sesss s iR A T R s
S2DUPALEN/KOLA  © teiveiuuiiereiiiiieei ittt
Salinan ini kami minta KAEN@ .....coeeeeveereiemnniiiiiiisieriieiienirsmeronnrsessssessissssiioiosa
Szlinan ini akan dipergunakan Untuk ..o

Pemohon
(G sssasmamesmmsivessmammmssomEosim e )

_ampiran :
.. Fotokopi KTP
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Pelaksana

Uraian Prosedur

Kepala Kabid aJ
Perangkat Pendapat
Daerah n Il

Kepala UPTD
Seksi Pajak
Daerah

Pelaksana WP

Wajib Pajak mengajukan|
permohonan penerbitan|
salinan SPPT/SKPD PBB ke|
DPPK melalui UPTD Pajak
Daerah wilayah setempat
untuk Buku I dan II
sedangkan Buku III, IV dan
V  permohonan langsung
diajukan ke Perangkat
Daerah.

| Pajak DaerahPelaksana,
| UPTD Pajak Daerah

| SPPT/SKPD PBB Buku I

Pelaksana UPTD  Pajak

Daerah menerima
permohonan penerbitan
salinan SPPT/SKPD PBB
Buku I dan II kemudian
meneliti kelengkapan|
persyaratan. Dalam  hal
berkas permohonan
penerbitan salinan

SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II belum lengkap,
berkas permohonarn|
penerbitan salinan|
SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II dikembalikan kepadaJ
Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan
penerbitan salinan
SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II sudah lengkap,
Petugas UPTD Pajak Daerah
akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan
Arus Dokumen (LPAD). BPS
akan diserahkan kepada
Wajib  Pajak  sedangkan
LPAD akan digabungkan)
dengan berkas permohonan
penerbitan salinan

dan II, dan kemudian
diteruskan ke Kepala UPTD

| UPTD Pajak Daerah
. menyampaikan berka
| permohonan salinan|

SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II kepada Kepala DPPK
melalui  Kepala Bidang
Pendapatan II.

dan Penetapan Il untuk
| meneliti permohonan

Kepala Bidang Pendapatan|
II  mendisposisi kepada
Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan
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w

Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II meneliti

permohonan untukl > ;
diteruskan ke pelaksana 3 i
Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan.
5. | Pelaksana melakukan,
pencetakan salinan, ;
SPPT/SKPD PBB i
7. | Pelaksana menyerahkan

salinan SPPT/SKPD PBB
dan berkas permohonan
kepada Kepala Seksi,

Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan.
3. | Kepala Seksi

Pelayanan,Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II
meneliti salinan
SPPT/SKPD PBB,
selanjutnya meneruskan|
kepada Kepala Bidang
Pendapatan II

Kepala Bidang Pendapatan

I meneliti salinan
SPPT/SKPD PBB,
selanjutnya meneruskan
kepada Kepala Perangkat]
Daerah untukl
ditandatangani.

Pelaksana Seksi Pelayanan,
Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan 1]
menatausahakan salinan
SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II untuk dikirimkan ke
UPTD Pajak Daerah.

UPTD Pajak Daerah|
menyampaikan salinan
SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II kepada Wajib Pajak]
dengan menggunakan|
tanda terima.

12, l Proses selesai

DADANG M.NASER
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PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PBB

Bagian Kesatu
PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PBB
Gambaran Umum :
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi PBB yang diajukan Wajib Pajak.
Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

Pihak Terkait

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

Kepala UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti.

A~ W N

Pelaksana.
Wajib Pajak.

N oo

. Dokumen/formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Pengurangan PBB.

2. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB doxumer
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

3. Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

5. Bukti Penerimaan Surat.

6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
3. Uraian Penelitian.
4

. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas
SKPD/STPD PBB.
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Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi atas SKPD/STPD PBB ke Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak
Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan 1I sedangkan Buku III, IV dan \Y
permohonan langsung diajukan ke Perangkat Daerah.

- Pelaksana UPTD Pajak Daerah menerima permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku [ dan Il kemudian
meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
atas SKPD/STPD PBB Buku I dan II dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku I dan I sudah lengkap, Petugas UPTD
Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku I dan II, dan
kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah. ’

3. Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan membuat konsep
uraian penelitian serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan IL.

4. Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti berkas permohonan dan konsep uraian
penelitian lapangan/kantor.

5. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
menandatangani konsep uraian penelitian dan membuat konsep Surat Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/STPD PBB untuk
diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

6. Kepala Bidang Pendapatan [I meneliti serta menandatangani uraian penelitian dan
meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanks:
Administrasi atas SKPD/STPD PBB untuk diteruskan kepada Kepala Perangxa:
Daerah.

7. Kepala DPPK menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan &-2 -
Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/STPD PBB.

8. Pelaksana menatausahakan dan mengirim Surat Keputusan Pengurangan z:z.
Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku I dan 11 ke UPTD
Pajak Daerah untuk disampaikan ke Wajib Pajak.

9. UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan z:a.
Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/STPD PBB Buku 1 dan 1l xezzazz
Wajib Pajak.

10. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 2 (dua) bulan harus memberikan keputusan.
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—zmpiran : Satu berkas Yth. Bupati Bandung

Perihal ¢ Pengurangan/Penghapusan*) u.p Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Sanksi Administrasi atas Bandung
SKPD/ STPD PBB*) Tahun di
Baitl  sssmusmasmmsimmi mumsvsses Soreang

*zng bertandatangan di bawah ini :
Nzma

NPWP

% z2mat

Z=sz/Kelurahan

“scamatan

s.zd>upaten/kota

NomorTelepon

=sa/Kelurahan

NECAMALAN, i asummmvemmmmmsemmsmsmses i e S S RS

KabBUPateTI/ KOA: & qovovunsusmsmosmsssysmssssssss s s i s s s s i S rs £ s mmmanmee

Z=ngan ini mengajukan pengurangan / penghapusan *) Sanksi administrasi atas SKPD

“3B/STPD PBB *) nomor .....ccoccoeeevvinnnns TABEERL wumasmamns Tahun Pajak
...................... yang semula sebesar Rp.
........................................ ) menjadi sebesar Rp.
.................................................. ) atau sebesar ....................% dengan alasan;

Sersama ini dilampirkan :

.. Fotokopi SKPD PBB/STPD PBB *) yang diajukan pengurangan/penghapusan *) sanksi
administrasi PBB.

Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
Dokumen pendukung berupa fotokopi :




w
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PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PB

Gambaran Umum : \M
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangari “atau
pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Dasar Hukum :

i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20). :

Pihak Terkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.

2. Kepala Bidang Pendapatan 1II.

3. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I1.

4. Kepala UPTD Pajak Daerah.

5. Petugas Peneliti

©. Pelaksana.

~

Wajib Pajak.

Dokumen/formulir yang digunakan :

1.
. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lembar Surat Pemberitahuan Objex

o

[0))

U

Surat Permohonan Pengurangan PBB.

Pajak (LSPOP).

Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak).

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Bukti Penerimaan Surat.
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan secara kolektif.

Dokumen yang dihasilkan :

'UI

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
3.

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Uraian Penelitian.

Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB.

Prosedur Kerja :

1.

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB ke
Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan Il
sedangkan Buku 111, IV dan V permohonan langsung diajukan ke Perangkat Daerah.



2. Pelaksana UPTD Pajak Daerah menerima permohonan pembatalaps SPPT/
SKPD/STPD PBB Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam
hal berkas permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan
pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II sudah lengkap, Petugas UPTD
Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pembatalan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD
Pajak Daerah.

3. Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan membuat konsep
uraian penelitian serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

4. Kepala Bidang Pendapatan 11 menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti berkas permohonan dan konsep uraian
penelitian lapangan/kantor.

5. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti dan
menandatangani konsep uraian penelitian dan membuat konsep Surat Keputusan
Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB untuk diteruskan kepada Kepala Bidang
Pendapatan 1I.

6. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti serta menandatangani uraian penelitian dan
meneruskan konsep Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB untuk
diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB.

8. Pelaksana menatausahakan dan mengirim Surat Keputusan Pembatalan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II ke UPTD Pajak Daerah untuk disampaikan
ke Wajib Pajak.

9. UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan Il kepada Wajib Pajak.

10. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 3 (tiga) bulan harus memberikan keputusan.




Kepada

_ampiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung
Zerihal : Permohonan Pembatalan J1. Raya Soreang KM. 17
SPPT/SKPD/STPD*) PBB
Tahun Pajakaemsemues
di
Soreang

“ang bertandatangan di bawah ini, pemohon :

Nama T enemresmmesamsans s s s A S AR R e
~lamat U i e R e S S s e A e e g
“dalah Wajib Pajak PBB atas objek dalam SPPT tahun .........cccooovviiiiiiinn
lama Y s e S R R R R
Alamat Wajib Paiakes ... oo ses s st amibismm s
xelurahan T P DN G
xecamatan R R B R S R
Habupaten [/ KOtA : .......cciiviiiiiiiiunimiieeiinieemiimmmmmiiisressseesiimsssinmessiiismmissaees
Nomor Objek Pajal © wiuvussssisissssisanineseios s sosans ysvsvissassssssisivssvissvssonians oma— —
_uas Bumi ...... M2 dengan kelas ....... Luas bangunan ......... M2dengan kelas ...........
PBB terutang SEbESAT RP. ...iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiin it e e

Demikian surat permohonan pembatalan kami buat untuk dapat dipertimbangkan.
Syarat permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD :

| .Permintaan tertulis dari WP atau kuasanya

2. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain

3. Asli SPPT tahun yang bersangkutan

4. Surat pengantar Kepala Desa/Lurah untuk .

Pengajuan secara kolektif Pemohon

*) Coret yang tidak perlu



zz2n Alir Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan RBB P2

Pelaksana

: Kepala JFU
; Kepala | Kabid : JFU UPTD
LS Dt erangkat| Pendapat ?,iklsll Seksi Pajak gﬂai WP
Daerah | anll . P41l | Daerah | .29
Daerah

Wajib Pajak mengajukan
permohonan pengurangan
ztau penghapusan sanksi
administrasi ata
SKPD/STPD PBB ke DPPK
melalui UPTD Pajak Daerah
wilayah setempat untuk
Buku I dan Il sedangkan
Buku I, IV dan V|

sl

permohonan langsung
diajukan ke Perangkat
Daerah .

_ Pelaksana UPTD Pajak
Daerah menerima|

permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi
administrasi ata
SKPD/STPD PBB Buku
dan I kemudian meneliti
kelengkapan  persyaratan.
Dalam hal berka
permohonan pengurang;
atau penghapusan sanksi
administrasi ata
SKPD/STPD PBB Buku
dan 1I belum lengkap,

berkas permohon
| pengurangan atas
| penghapusan sanksi
administrasi ata

SKPD/STPD PBB Buku

dan Il dikembalikan kepad
Wajib Pajak untu
dilengkapi. Dalam h

berkas permohon
pengurangan atau
penghapusan sanksi
administrasi ata

SKPD/STPD PBB Buku
dan 1II sudah lengkap,
Petugas UPTD Pajak Daer
akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS;]
dan Lembar Pengawasan

Arus Dokumen (LPAD). BPS
akan diserahkan kepada
Wajib Pajak !

sedangkan LPAD  akan|
digabungkan dengan berkas
permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi
administrasi atas SKPD
w/STPD PBB Buku I dan I,
ldan kemudian dxtcruskan
ike Kepala UPTD Pajakf

{ Daerah.
|

L

T

i

|

ud f.k




I

‘Kepala UPTD Pajak Daerahl
meneliti berkas|
\permohonan dan membuat
‘konsep uraian penelitian
serta meneruskan kepad
Kepala Bidang Pendapatan
|11

A

o1

Kepala Bidang Pendapatan
|1l menugaskan Kepala Seksi
Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II
[(p4.dl)  untuk  meneliti
|berkas permohonan dan
'konsep uraian penelitian|
lapangan/kantor.

| Kepala Seksi P4.II meneliti
|dan menandatangani
‘konsep uraian penelitian|
dan membuat konsep Surat
Keputusan Pengurangan|
latau Penghapusan Sanksi
| Administrasi atas
SKPD/STPD PBB untu
diteruskan kepada Kepal
Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan
|1 meneliti serta
menandatangani uraian
penclitian dan meneruskan
konsep Surat Keputusan
Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi
Administrasi atas
SKPD/STPD PBB untuﬁ
diteruskan kepada Kepal
DPPK.

Kepala DPPK menyetujui
dan menandatangani Surat
Keputusan Pengurangan!
atau Penghapusan Sanksl
Administrasi atas
SKPD/STPD PBB.

O

Pelaksana menatausahakan
dan mengirim Surat
Keputusan Pengurangan,
atau Penghapusan Sanksi
|Administrasi atas
SKPD/STPD PBB Buku I
dan II ke UPTD Pagjak
Daerah untuk disampaikan
ke Wajib Pajak. ‘
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10. |UPTD Pajak Daerah|
menyampaikan Surat]
Keputusan Pengurangan
latau Penghapusan Sanksi
| Administrasi ata
|SKPD/STPD PBB Buku SI!
'dan II kepada Wajib Pajak.

|
LE i Selesai
[

'BUPATI BANDUNG
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BANDUNG \ :

@
NOMOR © 69 TAHUN 2016 Oy
TANGGAL  : 26 NOVEMBER 2016 e
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG )

PROSEDUR PEMBETULAN PBB

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pembetulan
SPPT/SKPD/ STPD PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupater
Bandung Nomor 20).

Pihak Terkait :

1. Kepala Perangkat Daerah.

2. Kepala Bidang Pendapatan II.

3. Kepala Seksi Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
Kepala UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti

Pelaksana.

Wajib Pajak.

[SIIE

2o,

Dokumen/formulir yang digunakan :
1. Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB.

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lembar Surat Pemberitahuan Ooek
Pajak (LSPOP).
3. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB doxumen

pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).

I

. Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.

at

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun bersangkutan.
A. Bukti Penerimaan Surat.
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Dokumen yang dihasilkan :

Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Uraian Penelitian.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB.

O g o3 B b



F. Prosedur Kerja :
L

~

10.

G. J
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Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB ke
Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan II
sedangkan Buku III, IV dan V permohonan langsung diajukan ke Perangkat Daerah.

Pelaksana  UPTD Pajak  Daerah  menerima  permohonan  pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan Il
belum lengkap, berkas permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan
II dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas
permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan Il sudah lengkap,
Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD
Pajak Daerah.

. Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan membuat konsep
uraian penelitian serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan 11.

. Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan,Pendaftaran.
Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti berkas permohonan dan konsep uraian
penelitian lapangan/kantor.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
menandatangani konsep uraian penelitian dan membuat konsep Surat Keputusan
Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB untuk diteruskan kepada Kepala Bidang
Pendapatan II.

. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti serta menandatangani uraian penelitian dan
meneruskan konsep Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB uniux
diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

. Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Kepuruszan
Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB.

. Pelaksana menatausahakan dan mengirim Surat Keputusan Pembetuian
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II ke UPTD Pajak Daerah untuk disampaikan ke
Wajib Pajak.

. UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB Buku I dan II kepada Wajib Pajak.

Proses selesai.

angka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan harus memberikan keputusan.




KEPADA

_zmpiran @ Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah 115
Kabupaten Bandung
Pethal : Permohonan Pembetulan SPPT / SKPD / J1. Raya Soreang KM. 17
STPD*)
PBBTahun PAJAK wiiiminiiussessansnsassonsss di
Soreang

‘zng bertandatangan di bawah ini, pemohon :
Nzma

Azmat

*zzlah Wajib Pajak/PBB atas objek dalam SPPT Tahun

.

ama

*_zmat Wajib Pajak

1278t ODJEK PAJAK 1 .oiiiviiiiiiiiiiiiereniiseniies e st s bttt ee s e e et e s s e e s e eears e e treeeias

-=sz/Kelurahan S i SN e o e S s b e s AT O SR TS

s=zamatan S N TR A B s m s s S ST

*=zZupaten/Kota e A A B o B A e S S SR o 0 b 058 s s

ROTIOT SPPT 5 ieiiennessonusunesenunensnesnsasesunssannrnsssbsd sossssssssnsissses §5assaahin s s s sasasssaionsssss

Lisas BUmi wamai M?dengan kelas ............. Luas Bangunan............. M2 dengan kelas .........

3B teIUtETE SEDESHE RD: covvvessusmaresmmsniss:

.................................................................................................................................... )

“=ngan ini mengajukan Pembetulan atas PBB terhutang tersebut di atas dikarenakan pada

S¥2T/SKPD/STPD tersebut terdapat kesalahan, yaitu :

............................. tertulisis ovmmmes wevees YANE SEHATUSTIVA | ovvaiinsnivamaisimnavines:
T, terfilisis .ooeoise o AN SE AP USAVA. ¥ cveovmommmmmssameis
S e dgertulisit v .... yang seharusnya : ........c.....cc..ooe...

.............................. RIS s s yang seharusnya 1.y
S, Nl sensmmsannss 1133 171 D - O Yang SEHaruSnya & v aaiivasmeviss

=<rsama ini pula kami lampirkan :
Surat Kuasa dari WP (jika dikuasakan)

- SPOP dan LSPOP yang sudah di isi

> Asli SPPT / SKPD / STPD tahun yang bersangkutan
Foto copy KTP / KK / Identitas lainya

:  Foto copy pelunasan PBB terakhir ;

= Foto copy Surat Tanah dan atau Bangunan ( Sertifikat/Akta Jual Beli/IMB/Surat keterangarn hepaa
Desa / Lurah )

~=mikian surat permohonan pembetulan kami buat untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon

* Coret yang tidak perlu



an Alir Pembetulan PBB -

uQ

Pelaksana

1
{

Uraian Prosedur Kepala | Kabid KSeeF]:as%? Pelaksana| Kepala
Perangkal Pendapat Pa 11 Seksi UP_T D
t Daerah| anll | ‘ P4.II | t‘: jak
“Wajilb  Pajak mengajukan ‘
cermohonan pembetulan ; i
SPPT/SKPD/STPD PBB ke }
DPPK melalui UPTD Pajak ‘ ‘
Daerah wilayah setempat] § L ¢
untuk Buku [ dan I '
sedangkanBuku III, IV dan V]| i
cermohonan langsung |
diajukan ke Perangkat] '
! Daerah . | 3
I Pelaksana UPTD  Pajak i
Daerah menerimal -
permohonan pembetulan| i Yy

SPPT/SKPD/STPD PBB w |
Buku I dan II kemudian ) o

meneliti kelengkapan|
persyaratan.

Petugas UPTD Pajak Daerah
akan mencetak Bukti
Pencrimaan Surat (BPS) dan| :
Lembar Pengawasan Arus
Dokumen (LPAD). BPS akan| i
diserahkan kepada Wajib

Pajak sedangkan LPAD akan i
digabungkan dengan berkas’
permohonan pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB
Buku [ dan II, dan kemudian|
diteruskan ke Kepala UPTD
Pajak Daerah.

<  [Kepala UPTD Pajak Daerah)

meneliti berkas permohonan| L 4
dan membuat konsep uraian w‘
penelitian serta meneruskan

kepada Kepala Bidang ‘
Pendapatan II.

e:r

Kepala Bidang Pendapatan
II menugaskan Kepala Seksi|
Pelayanan,Pendaftaran,

Pendataan dan Penetapan Il w——" Y
{( P41 ) untuk meneliti W‘
'berkas permohonan dan

|
konsep uraian penelitian| ; 1
lapangan /kantor. ‘

wn

6 Kepala Seksi P4.11 menelit]
" |dan  memaraf konsep|
uraian penelitian dan,
membuat konsep  Surat
Keputusan Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB
untuk diteruskan kepada
Kepala Bidang Pendapatan|
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xepalaBidangPendapatan IJ
meneliti  serta  memaraf]
iraian penelitian dan|
meneruskan konsep Surat]
Xeputusan Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB|
untuk  diteruskan kepada
~epala Perangkat Daerah .

.

Xepala DPPK menyetujui
Zan menandatangani Surat
xeputusan Pembetulan,
SPPT/SKPD/STPD PBB
selanjutnya di serahkan ke
oelaksana Seksi P4.11

Pelaksana menatausahakan

cdan mengirim Surat]
Xeputusan Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD PBB

Suku I dan II ke UPTD Pajak]
Daerah untuk disampaikan|
e Wajib Pajak.

PTD Pajak Daerah
menyampaikan Surat
xeputusan Pembetulan|
SPPT/SKPD/STPD PBB
3uku I dan 1
xepadaWajibPajak.

Wajib pajak menerima surat]
xeputusan pembetulan

Proses Selesai.
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NOMOR © 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG . TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO

4. Gambaran Umum :

@]

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penundaan kembali tanggal jatuh
tempo PBB yang diajukan Wajib Pajak dikarenakan keterlambatan diterimanya/tidak
menerima SPPT PBB oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo berjalan sehingga
wajib pajak terkena sanksi administrasi atau sebagai akibat dari proses Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ataupun Surat Teguran Pajak Daerah (STPD).

o u & »

N oo b b

. Dasar Hukum :
L.
2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerzan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeran
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana tela!
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerz-
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaz==n
Bandung Nomor 20).

. Pihak Terkait :

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I1.
Kepala UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti

Pelaksana.

Wajib Pajak.

. Dokumen/formulir yang digunakan :
1
2.

Surat Permohonan Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran PBB.

Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tatiah, fc. IMB coxumesn
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).

SPPT PBB Tahun Berjalan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Bukti Penerimaan Surat.

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

. Dokumen yang dihasilkan :
1.

Bukti Penerimaan Surat (BPS).

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
3.
4. SPPT PBB.

Uraian Penelitian.
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1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB ke
Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan
II sedangkan Buku III, IV dan V permohonan langsung diajukan ke Perangkat
Daerah.

2. Pelaksana UPTD Pajak Daerah menerima permohonan penerbitan salinan
SPPT/SKPD PBB Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam
hal berkas permohonan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB Buku I dan II belum
lengkap, berkas permohonan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB Buku I dan II
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan
penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB Buku [ dan II sudah lengkap, Petugas UPTD
Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan penerbitan salinan
SPPT/SKPD PBB Buku I dan II, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak
Daerah

3. UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan salinan SPPT/SKPD PBB

Buku I dan Il kepada Kepala PerangkatDaerah melalui Kepala Bidang Pendapatan
II.

4. Kepala Bidang Pendapatan 1l mendisposisi kepada Kepala Seksi Pelayanar.
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti permohonan.

5. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menelt
permohonan untuk diteruskan ke pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftara:.
Pendataan dan Penetapan.

Pelaksana melakukan pencetakan salinan SPPT/SKPD PBB.

7. Pelaksana menyerahkan salinan SPPT/SKPD PBB dan berkas permohonan kepacz
Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

8. Kepala Seksi Pelayanan,Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti salinan
SPPT/SKPD PBB, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan !I

9. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti salinan SPPT/SKPD PBB, selanjuinva
meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani.

10. Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
menatausahakan salinan SPPT/SKPD PBB Buku I dan II untuk dikirimkan xe
UPTD Pajak Daerah.

11. UPTD Pajak Daerah menyampaikan salinan SPPT/SKPD PBB Buku I dan Il kepaca
Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.

12. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan keputusan.
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KEPADA
_ampiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung
rihal . Permohonan Penentuan Jatuh Tempo Jl. Raya Soreang KM. 17
Pembayaran PBB Tahun ................... di

Soreang

:ang bertandatangan dibawah ini :

SASNAMA e S R R S A S R SR SRS
VATAL: e e R e A R S M S SN B A R

AP B s st S A e e e i B R I T S A A A
_ztak Objek i B B S B S S T S R e

lan R R s R S R R R AP B S SR A
=1/RW A SRRSO Y S N SN SS RS SSNYSUIr SRR S —
“esa/Kelurahan A S R R G S O S R s
~2camatan S B A A5 A S A S R S S S TSR A R Vo
s.abupaten/Kota T T T A S T e D R e e e S e
Permohonan. ini kami Minta KaTeNa. .. ..o.oeessmnssnsnsonsnnssmnesssssssnsssibssnsssssassiedsdsieiiaiaus masisisag

“varat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran :
Permohonan tertulis dari Wajib Pajak

Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain
Foto copy KTP

= Asli SPPT/SKPD tahun bersangkutan

= Fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir

* Coret yang tidak perlu
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Pelaksana

Kepala Kabid Kepala . Kepala

: Pelaksana|

Bertighl Bodn: | S8 1 Saket | SPED ¥ “yier WP
at P4.11 Pajak h

Pajak

patan II P4.11
Daerah Daerah s Wi

Uraian Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan)
permohonan penentuan
kembali tanggal jatuh
tempo PBB ke Perangkat
Daerah  melalui  UPTD
Pajak  Daerah  wilayah
setempat untuk Buku I
dan II.

2. [Pelaksana UPTD Pajak

Daerah menerima Y
permohonan penentuan o >
kembali tanggal jatuh

tempo PBB Buku I dan II ‘
kemudian meneliti ‘
kelengkapan persyaratan.

3. [Petugas UPTD Pajak]
Daerah akan mencetak
Bukti Penerimaan Surat]
(BPS) dan Lemban {

Pengawasan Aru | - :
Dokumen  (LPAD). BP§] w—w
|

akan diserahkan kepad
Wajib Pajak sedangkan|
LPAD akan digabungkan
dengan berka
permohonan penentu
kembali  tanggal jatuh
tempo PBB Buku I dan II
untuk disampaikan kepadal
kepala UPTD

4. [Kepala UPTD Pajak Daerah|
meneliti berkas|
permohonan dan membuat]
konsep uraian penelitian @: Y
serta meneruskan kepadal i

Kepala Bidang Pendapatan |
. ’

5. [Kepala Bidang Pendapatan
Il menugaskan Kepala
Seksi Pelayanan, ‘ » Y
Pendaftaran, Pendataan ' @ ‘

dan Penetapan II ( P4.II ’

Juntuk  meneliti  berkas ! » !
permohonan. |

6. [Kepala Seksi P4.II meneliti
berkas permohonan dan
menerbitkan SPPT PBB
yang telah dirubah tanggal
jatuh tempo untuk
diteruskan kepada Kepala
Bidang Pendapatan II.




Kepala Bidang Pendapatan
11 meneliti sertal
menandatangani uraian <
penelitian dan meneruskan|
SPPT PBB yang telah
dirubah  tanggal jatuh
tempo untuk diteruskan
kepada Kepala Perangkat]
Daerah.

Kepala DPPK menyetujui
dan menandatangani SPPT X

PBB yang telah dirub S |
tanggal jatuh tempony |

kemudian diserahkan ke
pelaksana seksi P4.11

Pelaksana
menatausahakan dan
mengirim SPPT PBB Buku I
dan II yang telah dirub v
tanggal jatuh tempo ke
UPTD Pajak Daerah untuk
disampaikan ke  Wajib
Pajak.

-J. UPTD Pajak Daerah

menyampaikan SPPT PBB
Buku I dan II kepada Wajib "
Pajak.

. Wajib  Pajak  Menerima| ?
SPPT

Proses selesai.

NS
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NOMOR © 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian
pembayaran PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dasar Hukum :

.. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerar
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerzh
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupare:
Bandung Nomor 20).

Pihak terkait :

S]]

o

(98]

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Perbendaharaan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.
Kepala Seksi Penagihan II.

Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala UPTD Pajak Daerah.

Kas Daerah.

Bendahara Pengeluaran.

0. Pelaksana.

1 1. Wajib Pajak. .

Ookumen yang digunakan :

.. Surat Permohonan Wajib Pajak.

Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
Data Tunggakan Pajak.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Nota Penghitungan PBB (Nothit PBB).

Bukti Penerimaan Surat (BPS).



Dokumen yang dihasilkan :
L.

=

(o]}

o
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Bukti Penerimaan Surat (BPS). .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesa&
dan Perkotaan (SKPDLB PBB P2). .

Surat Pemberitahuan (SPb).
Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SKPD PBB).
Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak.

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Prosedur Kerja :

1

Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB ini didahului oleh
prosedur pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran PBB yvang
menghasilkan LHP.

Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Penagihan II untuk
meneliti berkas permohonan dan LHP kemudian dilakukan pencetakan produk
hukum :

a. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Penaginan
menugaskan Pelaksana untuk mencetak SKPDLB. Pelaksana mencetak
SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan.

b. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Pelayanan.

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berkoordinasi dengan Kepala
Bagian Keuangan untuk melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapa:
kelebihan pembayaran maka Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendatazan
dan Penetapan menugaskan Pelaksana mencetak konsep SKPDLB. Pelaksarnz
mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Penagihan.

c. Dalam hal tidak terjadi lebih bayar, Kepala Seksi Penagihan menugasxa~
Pelaksana untuk mencetak konsep SPb dalam hal nihil, atau konsep SKPD
dalam hal kurang bayar. Pelaksana mencetak konsep SPb SKPD.
menyampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Zax
Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menelit: konssp
SKPDLB/SPb/SKPDdan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan 11

Kepala  Bidang Pendapatan I meneliti  dan meneruskan konsep
SKPDLB/SPb/SKPD, kepada Kepala DPPK.

Kepala DPPK meneliti dan menandatangani konsep SKPDLB/SPb/SKPD
mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendatazn dar
Penetapan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il menernmz
kembali dokumen SKPDLB/SPb/SKPD.

a. Dalam hal diterbitkan SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan kn;‘;,<: sfz
Wajib Pajak. Asli SKPDLB ajukan kepada Bendahara Pengeluarant ;
dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya dlt@ﬂ.lb*«.d,. ke
Kepala Sub Bagian Keuangan. Proses dilanjutkan ke nomor 7.

b. Dalam hal diterbitkan SPb atau SKPD maka SPb/SKPDdisampaikan kepada
Wajib Pajak.



= Jangka Waktu Penyelesaian

Proses selanjutnya mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perieeid
By ¢
vang berlaku. LS : !

>, . i o g
3. Proses selesai. , i SRR

Penerbitan SKPDLB/SPb/SKPD : . 5

Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohorx_arf‘harusgmen;'xber", can
keputusan. e } i A \:
- <ie == ) 3 - 24
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Pelaksana

““raian Prosedur Kabid | Kasie Kasuba | Kepala |Bendah| Kabid | Kas
o Wajib | Kepala PendapalPenaeih Pelaksa| Kasie g Perangk| ara  [Perbend|Daera
Pajak | UPTD b &l na P4 |Keuang| at |Pengelulaharaan| h
tan II an Il
an Daerah | aran

S_.rat  permohonan|
«=2bihan bayar dari
®? di terima dan
=oeriksa UPTD
=z-zx Daerah

_zporan hasil
-=—ksaan ( LHP )
éan Surat
z=-mohonan
<=2bihan
zembayaran dj
sampaikan  kepada
s=pala Bidan
“=ndapatan I

“enala Bidang]
“endapatan 11
-=nugaskan Kepala|
zksi  Penagihan IJ
antuk o meneliti
zerkas permohonan
LHP kemudian
==.akukan

-=ncetakan produk
=ukum :

Y

“enelitian surat]
-ermohonan dan|
zporan hasil
-emeriksaan di
s2xsi Penagihan II

Zzlam  hal lebih
—zvar dan tidak adal

_tang pajak, Kepala

|

Seksi Penagihan|
—enugaskan
“=laksana untuk
encetak Surat]
~.ztetapan Pajaki
C“zerah Lebih Bayar
SKPDLB)
= <SKPDLB ‘ !
Z:sampaikan kepada) f |
~epala Seksi| A > i

“=layanan,Pendaftar
-~.Pendataan  dan
-=netapan II ( P4.1I )

Dalam  hal lebih
cavar dan ada utan

-ajak, Kepala Seksi
=211 berkoordinasi
zengan Kepala Sub
Sagian Keuangan
-ntuk  melakukan
-2mindahbukuan




Ne3

= masih terdapat]
than

ayaran maka|
a Seksi P4.]

zxsana mencetak
£onsep SKPDLB.
z<sana mencetak|

hal tidak]
lebih bayar,
Seksi|

untulJ
konsep

:-=_ konsep Surat
===iapan Pajak]
:-zn (SKPD) dalam
<urang bayar.

=sana mencetak
sep  SPb/SKPD,
ampaikan kel
Seksi|

dan

Seksi  P4.11
e 2liti konsep
>

- B/SPb/SKPD
mengembalikan)
=22 Kepala Seksil

TEANFAA
)

+=2LB/SPb/SKPD
€= meneruskan| > =
E Kepalal !
Pendapatan |
Bidang
11
mue—eliti dan . i
==-=-uskan konsep {
LB/SPb/SKPD,
E=czca Kepal 1
F=—=-gkat Daerah . ‘ |
1 !
Koo DPPK] i
dan| [ :
atangani | |

Seksi  P4.1]
ma kembali
s oien

S4>CLB/SPb/SKPD |




Czlam hall
= :=rbitkan SKPDLB|
—zxa salinan|
SaPDLB

—sampaikan kepada

% z::b Pajak.

As: SKPDLB]|
= uakan kepadal
E=ndahara
F=rgeluaran sebagai
z=sar pembayaran

= _> Bag.Keuangan

Zzlam hall
bitkan SPb

SKPD makal
o SKPDdisampai
kepada Wajib|

cak

Proses
dilanjutkan kel
nomor 7.

F-oses  selanjutnya
—=ngikuti

—=Xanisme sesuail
c=ngan peraturan|
c=rundangan yang
=erlaku.

——
-

“-oses selesai.

“v_BUPATI BANDUNG
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LAMPIRAN XIII :  PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR © 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENGURANGAN PBB

Zzzambaran Umum :

=rosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan PBB yang

:zjukan Wajib Pajak.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeran
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana tela:
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ata
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerzh
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatsn
Bandung Nomor 20).

o)

>thak Terkait :

kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

. Kepala UPTD Pajak Daerah.

Petugas Peneliti

. Pelaksana.
. Wajib Pajak.

Dokumen/formulir yang digunakan :

. Surat Permohonan Pengurangan PBB.

. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB doxumen

pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).

Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
. Bukti Penerimaan Surat.

. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
3. Uraian Penelitian.
4

. Surat Keputusan Pengurangan.



[

Prosedur Kerja :

1

130

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB ke Perangkat Daerah melalui
UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan II sedangkan Buku III, IV dan
V permohonan langsung diajukan ke Perangkat Daerah.

Pelaksana UPTD Pajak Daerah menerima permohonan pengurangan PBB Buku I dan
II kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan
pengurangan PBB Buku I dan II belum lengkap, berkas permohonan pengurangan
PBB Buku I dan 1I dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan pengurangan PBB Buku I dan II sudah lengkap, Petugas UPTD
Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan
Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
akan digabungkan dengan berkas permohonan pengurangan PBB, dan kemudian
diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah.

Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan membuat konsep uraian
penelitian serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II untuk meneliti berkas permohonan dan konsep uraian
penelitian lapangan/kantor.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menugaskan
kepada petugas peneliti untuk meneliti berkas permohonan, konsep rekomendasi dan
uraian penelitian lapangan/kantor dan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan II meneliti serta menandatangani konsep uraian penelitian
danmembuat konsep Surat Keputusan Pengurangan untuk diteruskan kepada Kepala
Bidang Pendapatan II.

. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti serta menandatangani uraian penelitian dan

membuat rekomendasi serta meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangan
untuk diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah meneliti dan meneruskan konsep Surat Keputusan
Pengurangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pengurangan.

Pelaksana menatausahakan dan mengirim Surat Keputusan Pengurangan Buku | dan
Il ke UPTD Pajak Daerah untuk disampaikan ke Wajib Pajak.

UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan Buku [ dan II
xepada Wajib Pajak.

Proses selesai.

-zr.gka Waktu Penyelesaian :

<

:andar waktu penyelesaian 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua t
=.zs) bulan harus memberikan keputusan. 1‘
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-<Tpiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung
“ehal : Permohonan Pengurangan PBB JI. Raya Soreang KM. 17
Tahti:Pajalk cumssanemssmsasemess di
Soreang

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Alamat

B T s s S e s A 355 ERWe: ssusmrsmesseassassio
DeEsa KelUrahan v i Gaibsimn it armenss KeCAMALATE .o muin vumemsmunsmmmenmyssopmosossssgsmesas o5
Kabupaten /Kota..pupmummasimmniig NOPREE pssnsanoimsn asisemmensmnsisisms s e s s cosssammeasssi
PBB tetutang Uitk Bahan seosmomsesisismamyasin sebesar Rp. ....c.ovvviiviiiiiiiieiee e
I T EE————— )
Tanggal Giterital SPPT s s ame st o s s e e ST s ol
Mohon pengurangan atas PBB terutang tersebut di atas SEbeSar ..............cccoeeeeveeereiivieeenns.. %
RS perseratus).

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

Bersama ini dilampirkan pula :

1. SPPT / SKPD Tahun Pajak .........oc.cemesenssonmsnsssensnmns

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3./ Bukti Pelufiasan PBB Tahlitl.ceuesmimisii s

4. Daftar Penghasilan/SK. Pensiun/SPT PPh/Laporan keuangan *)
5. Fotokopi SK Pengurangan terakhir

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

© -oret yang tidak perlu
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Uraian Prosedur

Pelaksana -
Kepala | Kabid | Kepala | Kepala | Kepala (Pelaksana
.|Perangk| Pen Seksi Seksi UPTD UPTD
SHpa at dapatan| P20.1I P4.11 Pajak Pajak e
Daerah II Daerah | Daerah

Wajib Pajak
mengajukan
oermohonan
opengurangan PBB ke
Perangkat Daerah
melalui UPTD Pajak
Daerah wilayah|
setempat untuk Buku I
dan II.

Pelaksana UPTD Pajak
Daerah mene liti
=elengkapan
oersyaratan,apabila
persyaratan tidak
‘engkap maka di ke

A4

Apabila persyaran
sudah lengkap,
“etugas UPTD Pajak
Daerah akan mencetak

Sukti Penerimaan
Surat (BPS) dan|
_embar  Pengawasan

Arus Dokumen (LPAD).

¢

3PS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan|
digabungkan dengan|
berkas permohonan
pengurangan PBB, dan
kemudian diteruskan
ke Kepala UPTD Pajak
Daerah.

Kepala UPTD Pajak
Daerah menerimal
berkas permohonan|
pengurangan PBB dan|
lampirannya untuk
disampaikan  kepad
kepala Seksi P4.11

Kepala Seksi P4.1l

meneliti berkas|
permohonan dan
membuat konsep
uraian penelitian serta,
meneruskan kepadal

Kepala Seksi P20.11




¢
Y
P

!

Kepala Seksi P20.II

meneliti berkas
permohonan
pengurangan PBB,
konsep uraian
penelitian lapangan
kantor, membuat]
xonsep surat
keputusan dan konsep
rekomendasi hasil |
penelitian untuk !
disampaikan  kepad [
kepala Bidan% |
Pendapatan II. |
Kepala Bidang

Pendapatan II meneliti
uraian penelitian dan|
memaraf konsep Suratl
Reputusan

Pengurangan untuk
diteruskan kepada
Kepala Perangkat.
Daerah

Kepala Perangkat

Daerah meneliti dan
memaraf konsep Surat
Keputusan

Fengurangan PBB
untuk disampaikan
kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat]
vang ditunjulg
menyetujui dan
menandatangani Surat]
Keputusan

Pengurangan PBB dan

mengembalikan ke

Perangkat Daerah

melalui Bidang

Pendapatan II. |

Kepala Bidang

Pendapatan II

menatausahakan dan ’
mengirim Surat i
Keputusan

Pengurangan Buku I
dan Il ke UPTD Pajak
Daerah melalui Kepala
Seksi P41l  untuk
disampaikan ke Wajib
Pajak.

UPTD Pajak Daerah
menyampaikanSuratKe

putusanPenguranganB
uku I dan 11 |
kepadaWajibPajak.




WP menerima surat
Keputusan
Pengurangan PBB.

Proses selesai

" DADANG M.NASER



=-ssedur ini menguraikan tata cara penyelesaian penagihan ketika wajib pajak terlambat
=mbayar PBB dan/atau membayar dalam jumlah yang kurang.
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NOMOR
TANGGAL
TENTANG

© 69 TAHUN 2016
: 26 NOVEMBER 2016

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENAGIHAN PBB

Gambaran Umum :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bandung Nomor 20).

Pihak terkait :

(U ST

ar e

[}

Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1L

Kepala Seksi Penagihan.
Kepala UPTD Pajak Daerah.
Pelaksana.

. Wajib Pajak.

Dokumen/Formulir yang digunakan :

[P]]

(S )

o0

1. Nota Penghitungan STPD PBB.

Data Tunggakan Pajak.

Daftar Penjagaan Penerbitan STPD.
Surat Teguran.

Surat Tagihan Paksa.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

. Surat Perintah Penyanderaan.

Surat Pencabutan Sita.
Surat Penentuan Harga Limit.

_. Pembatalan Lelang.

* 1. Surat lain yang diperlukan untuk penagihan.

Dokumen yang dihasilkan :

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Surat Pemberitahuan (SPb).

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).



Prosedur Kerja : 136

L

(o)}

O

. Kepala DPPK meneliti dan menandatangani konsep STPD PBB dan mengembal:x

14. Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan STPD :

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il memerintahkan
kepada pelaksananya untuk menyiapkan data negatif list yang bersumber dari data
pembayaran/tunggakan baik dari basis data ataupun manual sekaligus
menyiapkan nota dinas pengantar kepada Seksi Penagihan.

Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menyiapkan
negative list dan konsep nota dinas kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan. :

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Il meneliti dan
menandatangani dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.

Kepala Seksi Penagihan II meneliti dan menandatangani STPD PBB yang akan
diterbitkan beserta negative list.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1l menyerahkan
Notis untuk masing-masing objek PBB yang dipilih.

Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II menyiapkan daftar
penjagaan Penerbitan STPD PBB.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 1l menyerahkan
Notis dan daftar penjagaan Penerbitan STPD PBB kepada Kepala Seksi Penagihan,.

Kepala Seksi Penagihan Il meneliti dan memaraf Notis dan konsep daftar penjagaan
Penerbitan STPD PBB dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan menyetujui dengan membutuhkan Notis
dan konsep penjagaan Penerbitan STPD PBB. Dalam hal daftar tagihan sudah
terekam kedalam sistem dan perekaman STTS notis, daftar penjagaan Penerbitan
STPD PBB diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan II.

_ Dalam hal data tagihan belum terekam kedalam sistem masih dicatat secara

manual diteruskaan kepada petugas Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan.

. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II mencetak

konsep STPD PBB dalam rangkap 4 dan menyerahkan ke Kepala Bidang
Pendapatan II.

.Kepala Bidang Pendapata Il memaraf dan meneruskan kepada Kepala Perangxa:

Daerah.

lembar 1, 3 dan 4 kepada Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penezz:
lembar 2 kepada Seksi penagihan.

lembar 1 kepada Wajib Pajak.

. Seksi Penagihan menatausahakan STPD PBB lembar 2.

. Untuk proses penyelesaian memakan waktu 15 hari kerja.



Kepada Ytk -t
Nama : % #
NOP S8 Wy;#‘r‘n- )
Alamat
%m% g
-~ & o
3 -

SURAT TEGURAN %

Nomor :

enurut Tata Usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunya; tunggakan 57

-:B terhadap objek pajak yang terletak di................... sebagai berikxt ;
} 11
{ Nomor & Tanggal )
, Tanggal
: ; Tahun STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ ;
deniePeiek | papa ' SK Pembetulan/SK. Keberatan/ Jpae“ﬁg Tempo e
! Putusan Banding*) Faae i iy 1
——— A
— _._4___
4 | J—
T i )
4 |
| 1 ‘;
| 1 | i
t ‘ ' Jumlah Rp. ! _
“=rbilang -
.............................. )
“ntuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkam Undang-Unda=gz

-'::“or 19 Tahun 2000 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakar

‘am waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.
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Soreang, .......oceveiiiiiiis ceiiinns
Nomor Kepada
Sifat Yth
=erihal Pemberitahuan Akan
Melaksanakan Surat Paksa
di

engan ini diberitahukan bahwa kami akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan

surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) :

zma Wajib Pajak/Penanggung Pajak

WAWP
= zmat Tempat Tinggal

-.zh karena yang bersangkutan sampai saat ini belum melunasi utang pajaknya.

Z=mkian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Perangkat Daerah




BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

“ada hari ini, ....o.oooonnannnn. tanggal .............. | o1 - o EEN—— PARTI wonsuam e atas permintaan
nepala Dinas yang memilih tempat kedudukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
meuangan di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang Km. 17 saya,
Juru Sita Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bertempat kedudukan

=: Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang Km. 17

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Repada, Batdara. §| s el Eisimss Bertempat tinggal ...
—erkedudukan sebagai ........ooociviiiiiiiiiii, , Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal
....................... dan saya, Juru Sita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut

—emerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam.

smenubhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi ............ sebanvak
RP s pssmamessn {osmossumsmnanmammpass s isis ) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar

~1zva-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam wak:u
zng telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang

—Zak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum, dijual langsung kepada pembeli dan hasil
z=njualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya vang
-=rhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Szva, Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak
=zn saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang yang menanggung pajak.

=znverahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ...........ooccooeeiiiiiiiinnn. bertempat tinggal di
........................... iSCBAbIAN | ioois i it aisabasmtism v it me
Yang menerima salinan Surat Paksa Juru Sita
I -

=.zva pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
=va harian Juru Sita Pajak [RB, e o R R  L ET

ol

.zva Perjalanan RPssepsesmmsansnis s
zmlah L RS
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SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Zerdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
-sntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
-=rakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
_~dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal ¢)
_ndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
-=zh diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
_ndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini
=.oerintahkan kepada :

“zma Wajib Pajak/Penanggung Pajak ©.........cooiiiii

VIWP A T N R DT T s s

—amat L e s asm e s S s

_=tuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp. ...

'=nurut perincian sebagai berikut :

o [
Nomor & Tanggal |
Jenis Pajaic | Tehun | _ STPD/SKPDKB/SKDKBT | (AWEL iR,
| Pajak SK Pembetulan/SK Keberatan/ :
o Pembayaran Pajak
Putusan Banding*)
Jumlah Rp.
........................................................................................................................ )
2-To: fla1: 1 p LRERRERR— tanggal ......... bulan: ...sswees tahun
301 (== 1] TR —
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SURAT PAKSA

Nomor:
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

“lenimbang bahwa

“izma Wajib Pajak/Penanggung Pajak @ .......ccccooiiiiiiiiii
NPWP

*_zmat

v=nunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nomor & Tanggal T 1 Jateik {
o | Jenis Tahun | STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ anﬁgi‘n & Jumlah Tunggakan
) Pajak Pajak | SK.Pembetulan/SK.Keberatan — Pajak (Rp)
Pembayaran
Putusan Banding?®)
i |
‘ i
|
'i
!
Jumlah Rp B
......................................................................................................................... )
Zerngan ini:

\lemerintahkan Wajib Pajak/Penggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak
-ersebut ke BankPersepsi ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua
suluh empat jam sesudah diberitahukan Surat Paksa ini.

- \Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita pajak lain
vang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat paksa untuk melakukan penyitaan atas
sarabg-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
-am Surat paksa ini dipenuhi.

PERHATIAN ‘ Dltetapkan < & P

pada tanggal.........ccooooiii

»AJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT | Kepala Perangkat Daerah
2AKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU,
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN |
SILANJUTKAN ~ DENGAN  PENYITAAN |
Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun !
1997 sebagaimana telah diubah denganl .....................................

|

|

U Nomor 19 Tahun 2000)
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LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor :

Nama Wajib pajak/Penanggung Pajak
NPWP

Alamat

Pelaksanaan :
1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal .........................

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir

3. Utang Pajak sebagaimana berikut :

Jumlah Pajak yang |

Nomor Jumlah Jumlah P?J'ak yang masih harus
. STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ | pajak yang telah dibayar dibayar
Jenis | Tahun A
% ; SK Pembetulan/SK masih
Pajak | Pajak Menurut | Menurut | Menurut | Menurut
Keberatan/Putusan harus Siicat Tahun o Tahis
Banding®) e o Paksa Pajak Paksa Pajak

Data mengenai tunggakan pajak dan objek pajak sita Wajib Pajak/Penanggung Pajak

A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan

Nomor & Tanggal Tanggal [ Penyelesaian Surat Keberatan
Jenis Tahun STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ _— T &
Pajak Pajak | SK Pembetulan/SK Keberatan/ Keigr’::an Tanggal ! Dﬁiﬁf’iﬁ/ “;ifg:ka“
Putusan Banding?) | J
i
3. Objek Sita
I. Jenis Barang Bergerak Terletak di : Taksiran Harga :
........................................................................ RE, sasermssssmssas
........................................................................ RD: s sismpnns
......................................................................... R iessssimss i
II. Jenis Barang Tidak Bergerak di Taksiran Harga :
.............................................................................. RPsnssssrmmmnsanc
.............................................................................. RP: wossgansvassmsssosny
~esan dan Usul Juru Sita Pajak
. SOLCANE, . ..ooo0 sinssmmimnsisisbibivion s biaa 2053
Mengetahui, &
Kepala Seksi Penagihan i Sits
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SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama e A AN R e e A TR SRR

NEPWER. 8 wsssisssssamosissssesvsansssumannnsssonssness shiosianss o ilionisis s Dissuissimssns sassansen s ostse

Alamat b R e e e A B S

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor
............ tanggal ................... hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih

narusdibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
-entang Penagihan Pajak dengan Surat paksa dengan ini doperintahkan Kepada :
Nama B S R S s  s  e T ARE
NIP e A S S S R KA RS S e e e
Jabatan . Juru Sita Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan

atuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidaka bergerak)
~ilik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak
maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga Negara Indonesia yang
-elah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Serita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)hari setelah
oelaksanaan penyitaan. )
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BERITA ACARA PELAKSANAAN.SITA

NODIOT S ssusssssimmvommomssismsmmms vnsnneemens
Pada han Il cacsssaessse EAREEA]l susrvsssomnames 15101 F-1 5 SN 1221515 1 o SRR Atas
<skuatan Surat perintah Melakukan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
~2uangan Nomor ..... (T O 15 o [— tanggal ........... yang bertindak Untuk dan atas nama
cemerintah Republik Indonesia dalam ini memilih berdomisili di kantornya di ............
~=rdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal ............. NOMOY s uwssssnensgssasummanie yang telah

~:beritahukan dengan resmi kepada Wajib pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah
—:. maka saya, Juru Sita Pajak Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan tersebut, bertempat

20l dlmenumemvasmmmsviessss dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga Negara Indonesia,
zng telah mencapai usia (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

D R SR T R AR S N PEKEE| a8, yrnammvmmms e e s

D, cnmmnns S NS R PEKEITAAN uvsspwsmsmmsssmussnsomevsvnsanns

~=lah dating di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib pajak/Penanggung Pajak :
“ama A G A S o M G B S s R AR Rt

WP o R S R e S R A S S R SR A S e sl R A T e
“.amat e o A A A SRR SR N S ST R A SN 9%

_~tuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib
=zak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak sebagaimana
-=-sebut di bawah ini :

Nomor Jumlah
Jenis Pajak | Tahun Pajak | STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SK.Pembetulan/ | Tunggakan Pajak
- SK.Keberatan/Putusan Banding (Rp) ;
|

<.rat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai
berikut :

1. Jenis Barang Bergerak Terletak di : Taksiran Harga :

............................................................. i e e
............................................................. RP: seasmmmsymmsass
oo s AR SR |24 5 . ———
............................................................. R s s
............................................................. |53 o R
II. Jenis Barang Bergerak Terletak di : Taksiran Harga :

............................................................. RP.. . isesssiauimig
............................................................. 24 o ORI
............................................................. R smpscsinitess s
............................................................. | 23 s PP URT———
............................................................. RP somomnenons sinaivsniss

-.zpada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

Utang Pajak dan iaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas

setelah dilaksanakan nensitaan dan estelah hotac waltn it alran disinlron nermintaan | FOCROR



. Barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantardas Kantor
Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada

pembeli.

_amuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Juru Sita Pajak Menunjuk

yang bertempat tinggal di .........ccooiiiiinn sebagai penyimpan dan
alinannya sebagai bukti

-ntuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-s
.z menerima penunjukan itu.

csnunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi, yang turut pula
—=nandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

inan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung
rak.

W
R 'n

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Juru Sita Pajak
........................................... N IP s
Penyimpan Saksi
Li coimmammamnemsssaapiaass st aa e s
..................................... D sesusmsnamss R SR A
=-ava penagihan pajak yaitu :
- Biaya harian Juru Sita Pajak dan saksi RS st o o o o i e S0
- Biaya perjalanan Phe scsversmsn sy
Juamlah 127 TR

Tzlzh/belum*) dilunasi
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LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BANDUNG 146
NOMOR - 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PBB

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan pengajuan keberatan PBB yang
menjadi wewenang Bupati/Kepala DPPK.

Dasar Hukum : ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

Pihak Terkait :

1. Bupati.

[

Kepala Perangkat Daerah.

3. Kepala Bidang Pendapatan II.
Kepala Seksi P20 dan Keberatan II.
Kepala UPTD Pajak Daerah.
Petugas Peneliti.

(8]} :j..

(o)

Pelaksana.
3. Wajib Pajak.

Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD PBB.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD).

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Bukti Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).

= W

(S]]

5. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

. Bukti Penerimaan Surat (BPS).
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Dokumen yang dihasilkan : 147

1. Bukti Penerimaan Surat.

2. Uraian Penelitian.

3. Surat Keputusan Keberatan.

Prosedur Kerja :

1.

10.

14

Wajib Pajak mengajukan permohonan Keberatan SPPT/SKPD PBB ke Perangkat
Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk Buku I dan II
sedangkan untuk Buku III, IV dan V Permohonan langsung disampaikan ke
Perangkat Daerah.

Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan keberatan PBB Buku I dan II
kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan
keberatan PBB Buku I dan Il belum lengkap, berkas permohonan keberatan PBB
Buku I dan II dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
berkas permohonan keberatan PBB Buku I dan II sudah lengkap, Petugas UPTD
Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan keberatan PBB
Buku [ dan II, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah dan
meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian
penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah cq. Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi kepada Kepala Seksi P20 dan
Keberatan II untuk meneliti uraian penelitian dan membuat konsep Surat
Keputusan Keberatan.

Kepala Seksi P20 dan Keberatan II meneliti dan membuat Konsep Surat Keputusan
Keberatan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan meneruskan Surat Keputusan Keberatan
kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah meneliti dan meneruskan konsep Surat Keputusan
Keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui dan menandatangani Surat
Keputusan Keberatan mengembalikan ke Perangkat Daerah.

Pelaksana menatausahakan Surat Keputusan Keberatan SPPT/SKPD PBB Buku I
dan II untuk dikirimkan ke UPTD Pajak Daerah.

UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Keberatan PBB Buku I dan II
kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.

Proses selesali.

- Jangka Waktu Penyelesaian :

Standar waktu penyelesaian 3 (tiga) bulan dan paling lama ©6 (enam)“t

bulan harus memberikan keputusan. ’
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_ampiran : Satu berkas Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Perihal . Permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD J1. Raya Soreang KM. 17
PBB Tahun Pajak .......cccoeeenen e di
Soreang

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Alamat
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak ) atas obyek pajak yang terletak di:
JRVBIL oo iviisnminendsn s bmepannas sy <t A RW: sisisien Desa/Kelurahan @ ...

KECAMALAN & 1ovvvniirrnrirriieriraniiramnannsiaans Kabupaten/Kota & ....ooooommrimiieminnime

Nomor Objek Pajak (NOP): ....c.eoiiiirmmiimmisiissminssiss s SPPT Tahun

PBB terutang Rp. .....ccoooooviinnminieneens

Tanggal SPPT/SKP diterima 1 ..cocooimroiiiiesis s

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

, C————— L T S S
D, sesesnsis R e

B SRR SR

B iR AR A AR
R - B S
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB Tahun

1. Bumi

2. Bangunaﬁ

3.NJOP :(1+2) % R s e s

4. NJOPTKP ¥ = R osisssmsassiasvssapaessmnnnonnened -

5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3 -4 ) = R wsisiiioscosvmssssiissiansiviiarsss

6. PBB terutang 0,11% / 0,22% % (5) =

Uisemsomonsmsmsunnshedshnd T SR SRS B ST R g 203 AR P TSI

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Asli SPPT/SKPD PBB tahun..............

2. Foto copy Sertifikat atas Tanah/Akta Jual Beli/Surat Penunjukan Kavling/Surat Keterangan Lainnya
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4, Fotokopi Pelunasan SPPT Tabun Sebelumnya (STTS)
Bnsscuesvisnsnas seonosbsansnssssensons oA TR N e TR S A R

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

- coret yang tidak perlu
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Pelaksana
: Kepala
Uraian Prosedur Bupati | Kepala PKZbld " Ksel:;{al.a JFU P20 UPTD JFU WP
DPPk | cocapat] Sexs: Pajak | UPTD
an II P20 :
Daerah

“Wajib Pajak mengajukan
permohonan Keberatan
SPPT/SKPD PBB ke
DPPK  melalui  UPTD
Pajak Daerah wilayah
sstempat untuk Buku I
can II sedangkan untuk
Buku III, IV dan V|
Fszrmohonan langsung
c:sampaikan ke
Ferangkat Daerah.

Fetugas UPTD Pajak|
Daerah menerima,
cermohonan Kkeberatan
=28 Buku I dan II
kemudian meneliti
=lengkapan

-=<rsyaratan. Apabilj
td lengkap berka

c:zembalikan

?TD Pajak Daerah
—enerbitkan Bukti]
Fenerimaan Surat ( BPS
dan Lembar
Fsngawasan Aru
Cokumen bagi pemohon
vang lengkap
c=rsyaratannya.

EPS akan diserahkan
xzpada Wajib Pajak
s=dangkan LPAD akan
c:zabungkan dengan
terkas permohonan|
zberatan dan
‘mudian diteruskan ke|
sepala UPTD Pajak
zerah

g

1

pala UPTD membuat
wrzian penelitian untuk
=:sampaikan kepadal
Seksi P20

dokumen

~zoeratan Il meneliti
czn membuat Konsep

Surat Keputusan|
L =beratan dan
—=zneruskan kepadal
mzpala Bidang

-=ndapatan II.
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LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI BANDUNG 150
NOMOR - 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2016 %
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN .
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANDUNG

PROSEDUR PEMBERIAN INFORMASI PBB

Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20).

. Pihak yang Terkait :

Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II.

il

Tenaga Fungsional Penilai.
UPTD Pajak Daerah.
Pelaksana.

Wajib Pajak.

ol L

Formulir yang digunakan :
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

2. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

3. Uraian Penelitian Pembuatan Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) ke Perangkat Daerah melalui UPTD Pajak Daerah wilayah setempat untuk
Buku I dan II sedangkan untuk Buku III, IV dan V Permohonan langsung
disampaikan ke Perangkat Daerah.

2. Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan penerbitan surat keterangan
NJOP PBB Buku I dan II kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam
hal berkas permohonan penerbitan surat keterangan NJOP PBB Buku I dan [l
belum lengkap, berkas permohonan penerbitan surat keterangan NJOP PBB Buku
I dan II dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas
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14.
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permohonan penerbitan surat keterangan NJOP PBB Buku | dan Il sud#iiengkap,
Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib
Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan penerbitan
surat keterangan NJOP, dan kemudian diteruskan kepada Kepala UPTD Pajak
Daerah.

Kepala UPTD Pajak Daerah meneliti dokumen berkas permohonan penerbitan
surat keterangan NJOP dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan 11.

Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran
Pendataan dan Penetapan II untuk melakukan penelitian perihal dokumen berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan II meneliti dan
menugaskan Tenaga Penilai untuk melakukan penelitian dokumen berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP.

Tenaga Penilai melakukan penelitian dan menerbitkan keterangan NJOP dan
kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan II. Dalam hal Petugas Penilai PBB menemukan perbedaan data
antara basis data SISMIOP dengan keterangan Wajib Pajak atau kondisi di
lapangan, maka dilakukan penelitian lapangan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan meneliti konsep
uraian penelitian penerbitan keterangan NJOP untuk diteruskan kepada Kepala
Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan I meneliti dan menandatangani uraian penelitian
keterangan NJOP dari Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan
Penetapan. Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan Il tidak menyetujui konsep
uraian penelitian pembuatan NJOP, maka Pejabat Fungsional Penilai harus
memperbaiki konsep uraian penelitian tersebut.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan II, menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan II mencetak
konsep surat keterangan NJOP. Pelaksana Seksi Seksi Pelayanan, Pendaftaran
Pendataan dan Penetapan II mencetak konsep surat keterangan NJOP dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan
Penetapan.

Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan I meneliti, konsep
surat keterangan NJOP serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

Kepala Bidang Pendapatan Il meneliti surat keterangan NJOP dan meneruskan
kepada Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan
NJOP.

Pelaksana menatausahakan dan mengirim ke UPTD Pajak Daerah Surat
Keterangan NJOP PBB Buku I dan 11.

UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keterangan NJOP PBB Buku I dan II
Kepada Wajib Pajak dengan tanda terima

Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dan lengkap
harus memberikan keputusan.

|
|
|
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Pelaksana

Kepala | Tenaga UPTD i
Seksi |Fungsiona Pajak
1Penilai | pDaerah

Uraian Prosedur Kepala
Perangkat
Daerah

KabidPen
dapatan II

“Wajib Pajak mengajukan
permohonan Surat
Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) ke Perangkat
Daerah melalui UPTD Pajak
Daerah wilayah setempat ‘
untuk Buku [ dan I

sedangkan untuk Buku III,
IV dan V  Permohonan
langsung disampaikan ke ‘
Perangkat Daerah. '

Setugas UPTD Pajak Daerahl
menerima permohonan
penerbitan surat keterangan
NJOP PBB kemu diﬂ
meneliti kelengkap

nersyaratannya. Dalam hal
oerkas permohonan
penerbitan surat keterangan
~NJOP PBB belum lengkap,
berkas dikembalikan kepad |
Wajib Pajak untu \
dilengkapi. [

Dalam hal berka
permohonan penerbit
surat keterangan NJOP PB

sudah lengkap, Petuga o i
TUPTD Pajak Daerah ak

mencetak Bukti Penerimaan
Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen
LPAD).

BPS akan diserahkan|
:epada Wajib Pajak ‘
sedangkan LPAD akan|

digabungkan dengan berka
permohonan penerbit
surat keterangan NJOP, d
kemudian diterusk
kepada Kepala UPTD Paj
Daerah.

Kepala UPTD Pajak Daer j
meneliti  dokumen berka 1
permohonan penerbit > . ]|
surat keterangan NJOP d W |
meneruskan kepada Kepal |

Bidang Pendapatan IL. 3

“epala Bidang Pendapatan 11
menugaskan Kepala Seksi
Pelayanan, Pendaftaran
Pendataan dan Penetapan II
untuk melakukan peneliti
lapangan Kkantor bersam
tenaga fungsional peneliti.

| BB=BE,
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T~ Kepala Seksi Pelayanan,
Pendaftaran Pendataan dan
Penetapan 1I ( P4.11 ) meneliti
dan menugaskan Tenagal
Penilai untuk melakukan
penelitian kantor terhadap
permohonan penerbitan,
surat keterangan NJOP.

2 Tenaga Penilai melakukan
penelitian dan menerbitkan|
keterangan NJOP dan
kemudian menyerahkan
kepada Kepala Seksi P4.II
Dalam hal Petugas Penilai
PBB menemukan perbedaan %
data antara basis ~data
SISMIOP dengan keterangan
Wajib Pajak atau kondisi di
lapangan, maka dilakukan
penelitian lapangan.

Kepala Seksi P4.Il meneliti

onsep uraian penelitian|
penerbitan keterangan NJOH 2
untuk diteruskan kepadal < ;
Xepala Bidang Pendapatan
II.

" Xepaia Bidang Pendapatan II
meneliti Konsep urai
penelitian keterangan NJOP,
berkas di paraf untuk
disampaikan kepada Kepala
Perangkat Daerah

. Repala Perangkat Daerah
menyetujui dan
menandatangani Surat
Aeterangan NJOP 1
dikembalikan ke Bidang ‘
“endapatan 11 untuk ‘
Penatausahaan
_Z Xepala Seksi P4.11
menatausahakan dan . ——
mengirim ke UPTD Pajak *
Daerah Surat Keterangan
NJOP..
WP Menerima Surat] -, I

=zeterangan NJOP.

< Proses selesai ! | ey

‘BUPATI BANDUNG
: N

Salinan sesuai dengan aslinya
! BAGIAN HUKUM,

DADANG M.NASER




